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xPEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin 
dapat dilihat pada tabel beriku :
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ب Ba b Be
ت Ta t Te
ث Sa s es (dengan titik di atas)
ج jim j Je
ح Ha h ha (dengan titik di bawah)
خ kha kh ka dan ha
د dal d De
ذ żal ż zet (dengan titik di atas)
ر Ra r Er
ز zai z Zet
س sin s Es
ش syin sy es dan ye
ص sad s es (dengan titik di bawah)
ض dad d de (dengan titik di bawah)
ط Ta t te (dengan titik di bawah)
ظ Za z zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
غ gain g Ge
ف Fa f Ef
ق qaf q Qi
ك kaf k Ka
ل lam l El
م mim m Em
ن nun n En
و wau w We
ھ Ha h Ha
ء hamzah ’ Apostrof
ى Ya y Ye
xi
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun.  Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
( ’ ).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut :
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َا fathah a a
 ِا kasrah i i
 ُ ا dammah U u
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َٔى fathah dan yaa’ Ai a dan i
 َؤ fathah dan wau Au a dan u 
Contoh:
 َﻒْﯿَﻛ : kaifa
 َلْﻮَھ : haula
3. Maddah
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :
xii
Harakat dan 
Huruf
Nama Huruf dan 
Tanda
Nama 
 َى…│  َا … Fathah dan alif atau 
yaa’
a a dan garis di atas
ى Kasrah dan yaa’ i i dan garis di atas
 ُو Dhammmah dan 
waw
u u dan garis di atas
Contoh:
تﺎﻣ : maata
ﻰَﻣَر : ramaa
ﻞْﯿِﻗ : qiila
 ُتْﻮُﻤَﯾ : yamuutu
4. Taa’ marbuutah
Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang 
hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya 
adalah [t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, 
maka taa’ marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h].
Contoh :
 ُﺔَﺿْوَﺮِﻟﺎَﻔ ْطَْﻻا : raudah al- atfal
 ُﺔَﻨ ْﯾِﺪَﻤﻟاُﺔَﻠِﺿﺎَﻔ ْﻟا : al- madinah al- fadilah
 ُﺔَﻤْﻜِﺤْﻟا : al-hikmah
xiii
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid(  َ◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf  (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah.
Contoh :
ﺎَﻨﱠﺑَر : rabbanaa
ﺎَﻨ ْﯿ ﱠﺠَﻧ : najjainaa
 ﱡﻖَﺤْﻟا : al- haqq
 َﻢ ﱢﻌُﻧ : nu”ima
 ﱞوُﺪَﻋ : ‘aduwwun
Jika huruf  ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah ( ّﻲِﺑ) maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i.
Contoh :
 ﱞﻲِﻠَﻋ : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)
 ﱞﻲِﺑَﺮَﻋ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang 
ditransilterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 
maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya.kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 
dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).
Contoh :
 ُﺲﻤ ﱠﺸﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
xiv
 ُﺔَﻟَﺰﻟ ﱠﺰﻟَا : al-zalzalah (az-zalzalah)
ﺔَﻔَﺴﻠ َﻔ َْﻟا : al-falsafah
 ُدَﻼِﺒ ْﻟَا : al-bilaadu
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh :
 َنْوُﺮُﻣْﺎَﺗ : ta’muruuna
 ُعْﻮﱠﻨﻟا : al-nau’
 ٌءْﻲَﺷ : syai’un
 ُتْﺮُِﻣا : umirtu
8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa
Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim 
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur’an (dari Al-Qur’an), al-hamdulillah, 
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :
Fizilaal Al-Qur’an
xv
Al-Sunnah qabl al-tadwin
9. Lafz al- Jalaalah ( ّٰﷲ)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 
huruf hamzah.
Contoh :
 ِ ٰͿُّﺎﻨ ْﯾ ِد diinullah  ِ ّٰﷲﺎ ِﺑ billaah
Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalaalah, ditransliterasi dengan huruf [t].contoh :
hum fi rahmatillaah
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama 
diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila 
nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 
kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 
Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 
menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 
awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 
ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 
contoh:
Wa ma muhammadun illaa rasul
xvi
Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan
Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur’an
Nazir al-Din al-Tusi
Abu Nasr al- Farabi
Al-Gazali
Al-Munqiz min al-Dalal
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 
harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 
Contoh:
Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-
Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 
Nasr Hamid Abu)
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :
s.w.t = subhanallahu wata’ala
s.a.w = sallallahu ‘alaihi wasallam
r.a = radiallahu ‘anhu
H = Hijriah
M = Masehi
QS…/…4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
HR = Hadis Riwayat
KUHP = Kitab Undang-undang Hukum Pidana
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ABSTRAK
Nama Penyusun : Ahmad Rusyaid Ahyar
Nim : 10300112047
Judul : Tinjauan Yuridis Tentan Hukuman Mati Bagi Pelaku   
Kasus Narkoba Perspektif Hukum Islam dan Hukum 
Nasional
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mendeskripsikan dan menganalisa
aturan hukum yang berlaku di Indonesia bagi pelaku kasus Narkoba (Narkotika, 
Psikotropika, dan Obat Berbahaya Lainya), 2) untuk mengemukakan bentuk-bentuk 
hukuman bagi pelaku kasus narkoba dalam hukum Islam, 3) menganalisa efektifitas 
hukuman mati dalam menanggulangi peredaran narkoba di Indonesia.
Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis mengunakan pendekatan 
normatif, yaitu berupaya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau 
kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan prilaku setiap orang. 
Penelitian ini tergolong library research, data dikumpulkan dengan mengutip, 
menyadur, dan menganalisis dengan menggunakan analisis isi (content analysis) 
terhadap literartur representatif dan menpunyai relevansi dengan masalah yang 
dibahas, kemudian mengulas, dan menyimpulkannya.
Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa aturan hukum yang berlaku bagi 
pelaku kasus narkoba baik pembuat, pengedar, dan pemakai diatur dalam Undang-
Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkortika dan Undang-Undang No.5 Tahun 
1997, di mana dalam kedua undang-undang tersebut memiliki sanksi terberat atau
hukuman terberat yakni hukuman mati, dan dalam hukum Islam bentuk hukuman 
bagi pelaku kasus narkoba terbagi menjadi 2 yakni hukuman had dan hukuman ta’zir 
sesuai dengan bentuk perbuatan jarimahnya, dimana bagi pengedar dihukum ta’zir 
dan pemakai atau penyalahguna dikenakan hukuman had. Serta mengemukakan 
bahwa hukuman mati bagi pelaku narkoba tidak efektif bagi penanggulangan 
peredaran narkoba di Indonesia, hukuman mati justru mengindikasikan keputusasaan 
pemerintah dalam melawan narkoba, padahal banyak cara untuk menanggulagi 
peradaran narkoba selain hukuman mati seperti perbaikan regulasi.
Adapun Implikasi dalam Penelitian ini yaitu pemerintah dan penegak hukum 
diharapakan dalam hal pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku kasus narkoba 
jangan hanya dianggap sekedar sebuah terapi kejut atau tindakan balas dendam 
terhadap suatu kejahatan, tetapi juga memerlukan kesepakatan psikologis hukum dan 
pengawasan yang ketat terhadap hukum itu sendiri, pemerintah hendaknya 
memikirkan itu dengan baik.
1  BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) di Indonesia 
beberapa tahun terakhir ini menjadi masalah serius dan telah mencapai keadaan yang 
memperihatinkan sehingga menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan narkoba 
telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, dan 
jenis kelamin. 
Merambah tidak hanya di perkotaan tetapi merambah sampai pedesaan dan 
melampaui batas negara yang akibatnya sangat merugikan perorangan, masyarakat, 
negara, khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya lebih besar lagi 
bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan 
ketahanan nasional.
Menurut Parasian Simanungkalit bahwa penyalagunaan narkoba merupakan 
tindakan kejahatan luar biasa  (extraordinary crime) dan kejahatan transnasional 
(transnasional crime) karena efek penyalagunaan narkoba bukan saja menghancurkan 
diri pengguna narkoba tetapi juga dapat merusak struktur kehidupan masyarakat, 
bangsa, dan negara. Perspektif yang sama dikatakan Lickona bahwa salah satu ciri 
hancurnya suatu negara yaitu adanya prilaku merusak diri sendiri seperti penyalagunaan 
narkoba yang semakin meningkat di suatu negara.1
                                                          
1Wahyuni Ismail, Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba (Cet. 1; Makassar: Alauddin University 
Press, 2014), h. 7.
2Narkoba dalam hukum Islam adalah bagian dari khamar yang telah dinyatakan 
dalam al-Qur’an dan Hadist, ketentuan mengenai khamar dapat diketahui dalam firman 
Allah swt QS Al-Maidah/5:90-91
                              
                            
              
Terjemahnya:
“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, 
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji 
termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 
mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak 
menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) 
khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan 
sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”2
Ayat diatas berbicara mengenai haramnya khamar. Yang dimaksud khamar
dalam Islam boleh jadi setiap cairan ataupun barang yang memiliki akibat yang 
sama.3Sesuai hadits Rasulullah saw.: 
 ٌماَﺮَﺣ ٍﺮَْﲬ ﱡﻞَُﻛو ٌﺮَْﲬ ٍﺮِﻜْﺴُﻣ ﱡﻞُﻛ
Artinya :
“Setiap yang memabukkan adalah khamer dan setiap khamer adalah haram.”
(HR. Muslim dan Daruquthi).4
                                                          
2 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: PT. Mizan Bunaya 
Kreativa, 2011),  h. 123.
3 Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam 1 (Cet. 1; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 
85.
4 Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma bin Ibrahim Ibn Bardizbah al-Bukharial-Ja‘fi, Sahih al-
Bukhari al-Mukhtasar binaql al-‘Adl, Juz. III (Beirut: Dar Ihya’ al-Turas al-‘Arabi, 2003.), h. 1588.
3Bahwa mengkomsumsi narkoba haram hukumnya, keharaman narkoba di 
qiyaskan dengan keharaman minum khamar. Unsur-unsur perusak yang terdapat dalam 
khamar terdapat pula dalam narkoba. Karena adanya kesamaan illat inilah yang 
menjadikan narkoba haram hukumnya.
Qiyas, dengan mengambil persamaan illat hukum dari khamar yang sudah jelas 
hukumnya dengan narkoba yang merupakan masalah kontemporer yang tidak 
disebutkan hukumnya dalam al-Qur’an.5
Narkoba memang tidak dijelaskan secara kongkrit dalam al-Qur’an , namun 
narkoba termasuk dari khamar karna narkoba dan khamar sama-sama memiliki dampak 
buruk jika dikomsumsi secara berlebihan atau disalahgunakan, mengkomsumsi narkoba 
dan khamar dapat menyebabkan hilangnya kesadaran, rasa sakit, serta dapat 
mengakibatkan ketergantungan, pengguna narkoba secara terus menerus juga berimbas 
kepada menurunnya sistem imunitas tubuh, overdosis, bahkan dapat menyebabkan si 
pengguna sampai pada titik kematian.
Salah satu usaha pemerintah Indonesia adalah mengukuhkan dan membuat 
Undang-undang No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No.35 
tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-undang No.22 tahun 1997 tentang 
Narkotika. Kedua Undang-undang ini dengan tegas dan jelas memberikan ancaman 
hukuman yang berat, bukan hanya kepada penghasil, pengedar narkoba, pedagangan 
narkoba tetapi juga pada peyalahguna narkoba.6
Beberapa materi baru dalam Undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang 
Narkotika menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis 
kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana narkotika, telah 
                                                          
5  M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Cet. 1; Jakarta: Lentera hati, 2002), h.326
6 Wahyuni Ismail, Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba , h. 7.
4ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat (hukuman mati), minimum dan maksimum 
mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap 
narkoba, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.
Namun dalam praktiknya, undang-undang tentang narkoba belum terlaksana 
secara efektif, sehingga penyalaguna narkoba cenderung mengalami peningkatan dan 
yang lebih memprihatinkan yakni semakin banyaknya remaja atau kaum muda yang 
terjerat menggunakan narkoba. Berdasarkan data dari BNN Jumlah pengguna narkoba 
di Indonesia pada Juni 2015 masih 4,2 juta jiwa, berselang lima bulan (sampai dengan 
November 2015) angka itu meningkat signifikan menjadi 5,9 juta jiwa. Ironisnya, 
kenaikan 1,7 juta jiwa itu adalah pengguna baru.7.
Dalam kurung waktu 12 tahun terakhir semenjak tahun 2004 sampai dengan 
tahun 2016 sekitar 15 terpidana mati kasus narkoba telah dieksekusi mati8. Pro-kontra 
seputar eksistentsi hukuman mati bagi pelaku narkoba menjadi perbincangan cukup 
serius di kalangan ahli hukum, kriminilogi, tokoh agama dan aktifis HAM. Ditengah 
kecendrungan dan tren global akan penangguhan (moratorium) hukuman mati, praktek 
tersebut justru semakin lazim di terapkan di Indonesia.9 Meski sering kali menimbulkan 
kontroversi dan pertentangan, penjatuhan hukuman mati di Indonesia semakin eksis dan 
di benarkan secara yuridis formal.
Bagi yang setuju, hukuman mati adalah satu bentuk hukuman yang masih 
dibutuhkan untuk memberi efek cegah dan metode untuk mengurangi kejahatan, dalam 
                                                          
7 Kompas. “Jumlah Napi Narkotika Bertambah Eksekusi Mati Dinilai Tak Timbulkan Efek Jera” 
Situs Resmi Kompas. http://nasional.kompas.com/read/2016/05/11/18420951 (27 Juni 2016).
8 Bisnis24. “Ini Daftar Terpidana Mati Di Indonesia Yang Sudah  Dieksekusi”  Situs Resmi 
Kabar24. http://kabar24.bisnis.com/read/20150121/16/393285/ini-daftar-terpidana-mati-di-indonesia-
yang-sudah-dieksekusi (3 Agustus 2016)
9 Mulya Lubis dkk, Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi (Cet, 1; 
Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), h. 2-4.
5hal ini Presiden Joko Widodo menegaskan, eksekusi mati perlu dilakukan untuk 
memberikan kepastian hukum dan demi mengurangi kejahatan. 10 sedangkan bagi 
kalangan yang menolak menganggap bahwa hukuman mati merupakan pembunuhan 
yang dilegalkan oleh negara dan hal ini melanggar hak asasi manusia, karena hak hidup  
adalah hak dasar yang tidak bisa dikurangi dengan alasan apapun oleh individu apalagi 
oleh negara dalam keadaan darurat apapun.
Alih-alih menemukan titik temu atau kesepahaman, perdebatan seputar teori 
pemidanaan, apalagi kasus hukuman mati justru semakin meruncing. Mereka kian 
kukuh dengan argumen dan statemennya masing-masing, bahkan cenderung ekstrim. 
Disatu sisi muncul kelompok ekstrim yang semakin keras menentang hukuman mati, 
sementara disisi yang lain muncul pula kelompok ekstrim yang kian solid 
mempertahankan hukuman mati. Dalam konteks Indonesia kelompok ekstrim pertama 
terwakili dalam kalangan aktifis HAM dan ahli hukum, sedangkan kelompok ekstrim 
kedua di isi oleh penguasa ( pejabat negara ), kelompok agama, dan sebagian lembaga 
publik yang menyakini hukuman mati sebagai solusi alternatif penegakan hukum di 
Indonesia.11
Perdebatan tidak akan berujung tuntas, mengingat dalam konteks demokratisasi 
hukum, yang menitikberatkan pada permufakatan hukum melalui jalur demokrasi yang 
disepakati bersama, bahwa hukuman mati bagi pelaku narkoba sudah lama diputuskan 
eksistensinya dan cukup kuat pengadopsiannya dalam perundang-undangan negara 
Indonesia., akan tetapi dalam konteks lain hukuman mati tidak memberikan dampak 
                                                          
10 Kompas.“Menurut Jokowi, Eksekusi Mati Harus Dilaksanakan untuk Kepastian Hukum” Situs 
Resmi Kompas. http://nasional.kompas.com/read/2016/07/26/15030031/Menurut.Jokowi.Eksekusi.Mati.H
arus.Dilaksanakn.untuk.Kepastian.Hukum (1 Agustus 2016).
11 Badan Pekerja Kontras, “Praktik Hukuman Mati di Indonesia”. Situs Resmi Kontras. 
http://www.kontras.org/hmati/data/Working%20Paper-Hukuman-Mati-di-Indonesia.pdf (1 Agustus2016)
6yang sangat efektif dalam menanggulangi peredaraan narkoba, ini terbukti dari Jumlah 
pengguna narkoba di Indonesia meningkat signifikan menjadi 5,9 juta jiwa. Ironisnya, 
kenaikan 1,7 juta jiwa itu adalah pengguna baru, padahal pemerintah telah melakukan 
eksekusi mati terhadap pengedar narkoba, atas dasar itu pemerintah harus mengkaji 
ulang hukuman mati terhadap pelaku kasus narkoba.
Dari uraian di atas maka penulis berinisiatif untuk meneliti lebih lanjut dan akan 
menuangkan dalam tugas akhir (skripsi) dengan judul “ Tinjauan Yuridis tentang 
Hukuman Mati bagi Pelaku Kasus Narkoba Perspektif Hukum Nasional dan 
Hukum Islam”
7B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan
pokok masalah sebagai berikut: Bagaimana hukum nasional dan hukum Islam 
memandang hukuman mati terhadap pelaku kasus narkoba? Berdasarkan pokok masalah 
tersebut, dirumuskan  sub masalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah aturan hukum bagi pelaku tindak pidana narkoba di Indonesia ?
2. Bagaimanakah bentuk penjatuhan hukuman terhadap pelaku kasus narkoba dalam 
hukum Islam ?
3. Bagaimanakah efektifitas hukuman mati dalam menanggulangi peredaran narkoba di 
indonesia ?
C. Pengertian Judul
Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mendefenisikan dan 
memahami permasalahan ini, maka akan dipaparkan beberapa pengertian variabel yang 
telah dikemukakan dalam penulisan judul. Adapuan variable yang dimaksud adalah 
sebagai berikut:
1. Tinjauan Yuridis Menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah mempelajari dengan 
cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki,
mempelajari, dan sebagainya).12Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari 
kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. 13 Dapat 
disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk 
memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
                                                          
12 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. II; Jakarta: Balai 
Pustaka, 2002), h. 1470
13 M. Marwan Dkk, Kamus Hukum (Cet, 1; Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 651
82. Hukuman Mati adalah hukuman pokok yang dilakukan dengan menghilangkan 
nyawa orang yang dihukum atau pidana pokok yang dilaksanakan dengan jalan 
mengantung terpidana, di tembak suatu regu penembak atau dengan kursi listrik.14
3. Narkoba adalah akronim daripada kata Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya 
lainnya. Narkoba mempunyai banyak macam, bentuk, warna dan pengaruh terhadap 
tubuh dan fisik, narkoba juga memiliki banyak persamaan, salah satunya adalah sifat 
ketergantungan didalam zat narkotika tersebut. Istilah narkoba juga muncul sekitar 
tahun 1998 karena pada saat itu banyak terjadi penggunaan zat termasuk narkotika 
dan obat-obatan adiktif yang terlarang. Istilah ini digunakan untuk memudahkan 
orang berkomunikasi tanpa menyebutkan istilah yang tergolong panjang yaitu 
Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya lainnya.15
4. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah 
Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan 
mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.16 Menurut penyusun dalam hal ini 
hukum Islam diperuntuhkan kepada semua ummat yang beragama Islam sebagai 
batasan-batasan ataupun petunjuk dalam bertingkah laku menjalani kehidupannya 
serta sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah swt dan Rasul-Nya.
D. Kajian Pustaka
Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa literatur yang dijadikan acuan dasar, 
antara lain:
                                                          
14  M. Marwan Dkk, Kamus Hukum, h. 274.
15  Wahyuni Ismail, Remaja dan Penyalahgunaan, h. 143.
16 Mardani,  Hukum Islam ( Cet. 2; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 4.
91. Marwan Mas, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum, dalam buku ini membahas 
mengenai pengertian pengantar ilmu hukum, asas-asas hukum, sistem hukum dan 
teori-teori ilmu hukum serta membahas beberapa hal penting mengenai berbagai 
perubahan undang-undang dan perkembangan dunia hukum,
2. Wahyuni Ismail, dalam bukunya Remaja dan Penyalagunaan Narkoba, dalam buku 
ini membahas mengenai penyalahgunaan narkoba yang sangat mudah dan leluasa 
masuk ke dalam kehidupan remaja Indonesia, hal-hal mengenai narkoba, jenis-
jenisnya, faktor-faktor penyebab dan efek dari penyalagunaan narkoba serta 
membahas mengenai ketentuan hukum tentang narkoba baik dalam hal landasan 
hukum, dan sanksi-sanksi pidananya. Beliau juga menjelaskan bahwa masalah 
narkoba aka berkelanjutan terus jika pusat penghasil narkoba yakni kawasan segitiga 
emas (Golden Triangle) dan bulan sabit (Golden Crescent) masih menghasilkan 
narkoba.17
3. Abdul Jalil Salam, dalam bukunya Polemik Hukuman Mati di Indonesia. Dalam buku 
ini menjelaskan mengenai perbandingan atau pergulatan wacana hukuman mati 
antara hukum Islam dengan UU HAM serta menjelaskan bahwa eksistensi dan 
implementasi hukuman mati berangkat dari hasil serangkaian proses demokratisasi 
hukum. Dalam hal ini penulis dalam penelitiannya memberi jawaban atas pertanyaan 
mengenai mengapa hukuman mati masih tetap langgeng dan terus eksis ditengah 
perdebatan dua kutub yakni mempertahankan (Retentiinist) hukuman mati atau 
penghapusan (Abolisionist ) hukuman mati.18
4. M. Marwan dkk dalam bukunya Kamus Hukum berisikan rangkuman istilah dan 
perngertian dalam hukum internasional, hukum pidana, hukum perdata, hukum islam, 
                                                          
17 Wahyuni Ismail, Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba, h. 3.
18 Abdul Jalil Salam, Polemik Hukuman Mati di Indonesia (Cet. 1; Jakarta: Badan Litbang Dan 
Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h. 319.
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hukum perburuan, hukum agraria, hukum administrasi negara, hukum pajak dan 
hukum lingkungan.19
5. Hamzah Hasan, dalam bukunya Hukum Pidana Islam 1 . Dalam buku ini 
menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Jinayah (hukum pidana) mulai 
dari asas legalitasnya, bentuk-bentuk tindak pidana  serta pertanggung jawaban 
pidana menurut hukum Islam. Dalam buku ini pula membahas mengenai hukuman 
dari tindak pidana hukum Islam baik dasar, tujuan, syarat-syarat, serta macam-
macam hukuman bagi pelaku jarimah.
6. Mahrus Ali, dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana, dalam buku ini beliau 
memaparkan mengenai hal-hal dasar dari hukum pidana nasional sebelum dan Pasca 
kemerdekaan, serta membahas mengenai sejarah perkembangan hukum pidana 
Indonesia yang merupakan peninggalan kolonial belanda dengan karakternya yang 
tertulis (written law).20
E. Metodologi Penelitian
Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf 
keilmuan. Penelitian merupakan aktivitas menelaah suatu masalah dengan 
menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematis untuk untuk menemukan 
pengetahuan baru yang terandalkan kebenarannya (objektif dan sahih) mengenai dunia 
alam dan dunia sosial, penelitian dimaknai sebagai sebuah proses mengamati fenomena 
secara mendalam dari dimensi yang berbeda. Penelitian adalah proses sebuah ketika 
seseorang mengamati fenomena secara mendalam dan mengumpulkan data dan 
kemudian menarik beberapa kesimpulan dari data tersebut.21Metodologi merupakan 
                                                          
19 M. Marwan Dkk, Kamus Hukum (Cet, 1; Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 1.
20 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana (Cet. 3; Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 20.
21Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif (Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2014), h. 8.
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sistem panduan untuk memecahkan persoalan dengan komponen spesifikasinya adalah 
bentuk, tugas, metode, teknik dan alat. Dengan demikian, metodologi penelitian adalah 
sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu 
disiplin ilmu.
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian 
kepustakaan yang disebut pula dengan istilah Library Research yaitu penelitian yang 
menekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, kitab undang-undang hukum 
pidana (KUHP), kitab fikih, jurnal dan literatur yang berkaitan atau relevan dengan 
objek kajian.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan 
normatif, artinya berupaya mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau 
kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.22
Dalam hal ini hukum yang dikonsepkan tersebut mengacu pada dalil-dalil al-Qur’an dan 
hadis sebagai dasar hukum yang berlaku dalam hukum Islam serta Kitab Undang-
undang Hukum Pidana serta Undang-undang yang terkait sebagai hukum nasional yang 
berlaku di Indonesia.
3. Sumber Data
Dalam penelitian ini digunakan sumber data Sekunder yang berasal dari 
literatur-literatur bacaan antara lain dari kitab-kitab, buku bacaan, naskah sejarah, 
sumber bacaan media massa maupun sumber bacaan lainnya.
                                                          
22Abdul kadir Muhammad,  Hukum dan Penelitian Hukum (Cet. 1; Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti, 2004), h. 52.
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4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
a. Pengolahan Data
Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola data 
yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, 
rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini 
antara lain sebagai berikut:
1) Identifikasi data  adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan 
judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan. Data yang diambil 
adalah data yang berhubungan dengan fakta terkait dengan tindak pidana 
narkoba dalam hukum nasional dan hukum Islam yaitu landasan pemidanaan 
dalam kasus narkoba.
2) Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan 
dengan pembahasan agar pembuatan dan  penulisan skripsi menjadi efektif 
dan mudah untuk dipahami oleh para pembaca serta tidak berputar-putar 
dalam membahas suatu masalah.
3) Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan 
untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan 
dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini 
dilakukan dengan tujuan mendapatkan data yang berkualitas dan faktual 
sesuai dengan literatur yang didapatkan dari sumber bacaan.
b. Analisis Data
Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah 
berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data 
kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 
bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 
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satuan yang dapat dikelolah, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 
menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa 
yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur 
bacaan.
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan 
Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu:
a. Untuk mengetahui aturan hukum yang berlaku di Indonesia bagi pelaku 
kasus narkoba.
b. Untuk mengetahui bentuk hukuman bagi pelaku kasus narkoba dalam 
hukum Islam.
c. Untuk mengetahui efektifitas dari hukuman mati dalam menanggulangi 
peredaran narkoba di Indonesia
2. Kegunaan
a. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis  penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah 
pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum umumnya dan 
hukum Islam khususnya, sehingga dapat memberikan dorongan untuk 
mengkaji lebih kritis dan serius lagi mengenai berbagai permasalahan 
dalam dunia hukum, terutama hukum Islam dan hukum nasional, 
mengenai penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana 
narkoba.
b. Kegunaan Praktis
1) Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang pemidanaan 
kasus narkoba.
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2) Dengan mengetahui fakta konsekuensi yang akan didapatkan apabila 
melakukan ini diharapkan untuk adanya kesadaran kepada pelaku 
untuk tidak melakukan tindak pidana narkoba.
3) Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak yang 
terkait dalam menangani masalah tindak pidana menurut hukum Islam
dan hukum nasional.
4) Dengan adanya penelitian ini maka akan menambah referensi bagi 
pengajar maupun pelajar mengenai narkoba dan pemidanaanya.
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BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOBA
A. Pengertian dan Jenis-Jenis Narkoba
1. Pengertian Narkoba
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba adalah akronim daripada kata 
Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya lainnya.1 Narkoba mempunyai banyak 
macam, bentuk, warna dan perngaruh terhadap tubuh dan fisik, narkoba juga
memiliki banyak persamaan, salah satunya adalah sifat ketergantungan didalam zat 
narkotika tersebut. Istilah narkoba muncul sekitar tahun 1998 karena pada saat itu 
banyak terjadi penggunaan zat termasuk narkotika dan obat-obatan adiktif yang 
terlarang. Istilah ini di gunakan untuk memudahkan orang berkomunikasi tanpa 
menyebutkan istilah yang tergolong panjang yaitu Narkotika, Psikotropika dan Obat 
berbahaya lainnya.
Penggunaan istilah narkoba di Indonesia sangat bervariasi. Menurut 
Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Bimbingan Kesehatan 
masyarakat yaitu Direktorat Kesehatan Jiwa Masyarakat bahwa NAPZA yang 
merupakan akronim dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Jadi istilah napza, 
narkotika, psikotropika, madat dan obat terlarang di sebut sebagai “zat” atau 
subtances yang dapat menimbulkan ketergantungan karena mengandung zat adiktif 
yang mengubah aktivitas otak dan zat psikoaktif yang membahayakan tubuh.2
                                                          
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. II; Jakarta: Balai 
Pustaka, 2002), h. 247.
2 Wahyuni Ismail, Remaja dan Penyalahgunaan, h. 144
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Napza maupun narkoba dua istilah yang sekarang marak dipergunjingkan 
orang dan menyerang masyarakat terutama generasi mudanya3. 
Narkoba Dalam hukum Islam adalah bagian dari khamar, meskipun status 
hukum narkoba dalam konteks fiqih memang tidak disebutkan secara langsung baik 
dalam al-Qur’an maupun hadis, karena masalah narkoba tidak dikenal pada masa 
Nabi Muhammad saw, namun demikian ulama telah sepakat bahwa narkoba itu 
haram, karena dapat merusak jasmani dan rohani umat manusia melebihi khamr. 
Menurut Ahmad As-Syarbashi, bahwa tanpa diqiyaskan kepada khamr pun, ganja dan 
narkotika dapat dikategorikan sebagai Khamar yaitu haram, karena dapat menutupi
akal.4
2. Jenis-Jenis Narkoba
a. Narkotika
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang 
Narkotika disebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari 
tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat 
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, sehingga 
menghilangkan rasa sakit, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan 
ke dalam beberapa golongan-golongan.5 :
                                                          
3 Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa 
Tinjauan Kesehatan dan Hukum (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), h. 1.
4 Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Persfektif Hukum Islam dan Hukum Pidana
Nasional (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.117.
5 Republik Indonesia, Undang-Undang  No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bab 1, pasal 
1.
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1) Golongan I
Narkotika hanya dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi dan tidak digunakan dalam terapi, memiliki potensi sangat tinggi sehingga 
mengakibatkan adiktif. Contoh : opium, heroin/putauw, kokain dan ganja.
2) Golongan II
Narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan, digunakan sebagai pilihan 
terakhir, dan dapat digunakan sebagai terapi atau tujuan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi serta mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan. 
Contoh : morfin, petidin, methadone.
3) Golongan III
Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam 
terapi atau tujuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta mempunyai potensi ringan 
yang mengakibatkan ketergantungan. Contoh : codeine.
b. Psikotropika
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 
mengatakan bahwa psikotropika adalah zat atau obat alamiah maupun sintesis bukan 
narkotika yang berkhasiat mempengaruhi susunan saraf pusat dan dapat menurunkan 
kesadaran sehingga menyebabkan perubahan mental dan prilaku pemakainnya.6
Penggolongan psokotropika dapat di bagi menjadi :
1) Psikotropika Golongan I
Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi dan tidak digunakan dalam terapi , mempunyai potensi yang amat kuat 
                                                          
6 Republik Indonesia, Undang-Undang  No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, bab 1, pasal 
1.
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yang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contoh : shabu, ekstasi dan LSD 
(Lisergik Dietilamida).
2) Psikotropika Golongan II
Psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunkan dalam 
terapi atau untuk tujuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, mempunyai potensi yang 
kuat yang mengakibatkan sindrom ketagihan. Contoh golongan II ini adalah 
amfetamina, methamphetamine, metilfenidat atau ritalin.
3) Psikotropika Golongan III
Psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam 
terapi atau untuk tujuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta mempunyai efek 
sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya adalah pentobarbital, 
flunitrazepan fetamin, flunitrazepam dan amobarbital.
4) Psikotropika Golongan IV
Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam 
terapi dan atau untuk tujuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta memiliki potensi 
ringan yang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya adalah diazepam, 
bromazepam, klonazepam, klordiazepoxide, nitrazepam, barbiturat, dan fenobarbital.
Psikotropika yang sering disalahgunakan adalah psikostimulansia yang berupa 
amfetamin, ekstasi, shabu. Sedatif dan hypnotic (obat penenang atau obat tidur) 
seperti MG, BK, DUM, Pil koplo dan lain-lain.
c. Zat Adiktif lain.
Zat adiktif lain ialah bahan atau zat berpengaruh psikoaktif diluar yang 
disebut narkotika dan psikotropika, meliputi :
1) Minuman beralkohol
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Mengandung etanol etil alkohol, yang berpengaruh menekan susunan saraf 
pusat, dan sering digunakan dalam kebudayaan tertentu. Jika digunakan sebagai 
campuran dengan narkotika atau psikotropika, memperkuat pengaruh obat/zat itu 
dalam tubuh manusia. Ada 3 golongan minuman beralkohol, yaitu : 
a) Golongan A : kadar etanol 1-5%, (Bir).
b) Golongan B : kadar etanol 5-20%, (Berbagai jenis minuman anggur).
c) Golongan C : kadar etanol 20-45%, (Whiskey, Vodka, TKW, Manson House, 
Johnny Walker, Kemput).
2) Inhalansia dan Solvent
Inhalansia (gas yang dihirup) dan solvent (zat pelarut) mudah menguap berupa 
senyawa organik, terdapat pada berbagai barang keperluan rumah tangga, kantor dan 
sebagai pelumas mesin seperti lem, thinner, penghapus cat kuku, dan benzin.
3) Tembakau
Pengunaan tembakau yang mengandung nikotin sangat luas di masyarakat. 
Penggunaan rokok dan alkohol terutama pada remaja, harus menjadi bagian dari 
upaya pencegahan, karena rokok dan alkohol sering menjadi pintu masuk 
penyalagunaan narkoba.
B. Defenisi Penyalagunaan Narkoba
Penyalagunaan narkoba pada umumnya disebabkan karena zat-zat tersebut 
menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan rasa kenikmatan, kenyamanan, 
ksenangan dan ketenangan. Atas iming-iming seperti itulah para korban narkoba pada 
umumnya tertarik dan terperangkap dalam penyalagunaannya, walaupun hal itu 
sebenarnya dirasakan secara semu.7
                                                          
7 M. Amir P. Ali dkk, Narkoba Ancaman Generasi Muda (Cet. 1; Samarinda: Pustaka Timur, 
2007), h. 26. 
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Istilah penyalagunaan merupakan istilah yang biasa dipakai dalam dunia klinis 
atau medik psikiatrik yang menunjukkan ciri pemakai yang bersifat patologik yang 
perlu dibedakan dengan tingkat pemakaian psikologik sosial, yang belum bersifat 
patologik. Penyalahgunaan (abuse) adalah pemakaian sebagai suatu pola penggunaan 
yang bersifat patologik atau klinis (menyimpang) yang ditandai oleh intosikasi
sepanjang hari, tidak mampu mengurangi atau menghentikan, berusaha berulang kali
mengendalikan, terus menggunakan walaupun sakit fisiknya kambuh, Keadaan ini 
akan menimbulkan gangguan fungsional atau okupasional yang ditandai oleh tugas 
dan relasi dalam keluarga tak terpenuhi dengan baik, perilaku agresif dan tidak wajar, 
hubungan dengan kawan terganggu, sering bolos sekolah atau kerja, melanggar 
hukum atau kriminal dan tak mampu berfungsi secara efektif.8
Dalam pasal 1 ayat (1) angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, 
penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan 
hukum.9
C. Bahaya penyalaggunaan Narkoba.
1. Opiat atau Opium (Candu)
Opium adalah jenis narkotika yang paling berbahaya. Dikonsumsi dengan cara 
ditelan langsung atau diminum bersama teh, kopi atau dihisap bersama rokok atau 
syisya (rokok ala Timur Tengah). Opium merupakan zat adiktif yang didapat dari 
                                                          
8 Dimas Pradana, “Pemidanaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika 
(Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jr)”, Skripsi, h.21-22.
9 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (1) angka 15
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tanaman candu, zat ini kadang digunakan dalam ilmu kedokteran sebagai nalgesic 
atau penghilang rasa sakit.10
Pada mulanya, pengonsumsi opium akan merasa segar bugar dan mampu 
berimajinasi dan berbicara, namun hal ini tidak bertahan lama. Tak lama kemudian 
kondisi kejiwaannya akan mengalami gangguan dan berakhir dengan tidur pulas 
bahkan koma.
Jika seseorang ketagihan, maka opium akan menjadi bagian dari hidupnya. 
Tubuhnya tidak akan mampu lagi menjalankan fungsi-fungsinya tanpa mengonsumsi 
opium dalam dosis yang biasanya. Dia akan merasakan sakit yang luar biasa jika 
tidak bisa memperolehnya. Kesehatannya akan menurun drastis. Otot-otot si pecandu 
akan layu, ingatannya melemah dan nafsu makannya menurun. Kedua matanya 
mengalami sianosis dan berat badannya terus menyusut.11
2. Morfin
Orang yang mengonsumsi morphine akan merasakan keringanan (kegesitan) 
dan kebugaran yang berkembang menjadi hasrat kuat untuk terus mengonsumsinya. 
Dari sini, dosis pemakaian pun terus ditambah untuk memperoleh ekstase 
(kenikmatan) yang sama. Cara pemakaianya yaitu dengan disuntikkan secara intra 
cutan (dibawah kulit), Intra Muscular (ke dalam otot) atau secara Intra Vena (ke 
dalam pembuluh darah).12
                                                          
10 Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa 
Tinjauan Kesehatan dan Hukum, h. 12.
11 Santi Sanita, Bahaya Napza Narkoba (Jakarta: Shakti Adiluhung, 2008), h.7.
12 Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa 
Tinjauan Kesehatan dan Hukum, h. 13.
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Kecanduan bahan narkotika ini akan menyebabkan pendarahan hidung 
(mimisan) dan muntah berulang-ulang. Pecandu juga akan mengalami kelemahan 
seluruh tubuh, gangguan memahami sesuatu dan kekeringan mulut. Penambahan 
dosis akan menimbulkan frustasi pada pusat pernafasan dan penurunan tekanan 
darah. Kondisi ini bisa menyebabkan koma yang berujung pada kematian.
3. Heroin
Bahan narkotika ini berbentuk bubuk kristal berwarna putih yang dihasilkan 
dari penyulingan morphine. Menjadi bahan narkotika yang paling mahal harganya, 
paling kuat dalam menciptakan ketagihan (ketergantungan) dan paling berbahaya 
bagi kesehatan secara umum.
Penikmatnya mula-mula akan merasa segar, ringan dan ceria. Dia akan 
mengalami ketagihan seiring dengan konsumsi secara berulang-ulang. Jika demikian, 
maka dia akan selalu membutuhkan dosis yang lebih besar untuk menciptakan 
ekstase yang sama. Karena itu, dia pun harus megap-megap untuk mendapatkannya, 
hingga tidak ada lagi keriangan maupun keceriaan. Keinginannya hanya satu, 
memperoleh dosis yang lebih banyak untuk melepaskan diri dari rasa sakit yang tak 
tertahankan dan pengerasan otot akibat penghentian pemakaian.
Pecandu heroin lambat laun akan mengalami kelemahan fisik yang cukup 
parah, kehilangan nafsu makan, insomnia (tidak bisa tidur) dan terus dihantui mimpi 
buruk. Selain itu, para pecandu heroin juga menghadapi sejumlah masalah seksual, 
seperti impotensi dan lemah syahwat. 
4. Codeine
Codeine adalah alkaloida terkandung dalam opium sebesar 0,7 % sampai 
2,5%. Codein merupakan opioida alamiah yang banyak digunakan untuk keperluan 
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medis. Codein mempunyai dampak analgesik lemah, hanya sekitar seperduabelas 
daya analgesik morfin. Codein sebagai antitusif (peredam batuk) yang kuat.13
5. Kokain
Kokain disuling dari tumbuhan koka yang tumbuh dan berkembang di 
pegunungan Indis di Amerika Selatan (Latin) sejak 100 tahun silam. Kokain 
dikonsumsi dengan cara dihirup, sehingga terserap ke dalam selaput-selaput lendir 
hidung kemudian lansung menuju darah. Karena itu, penciuman kokain berkali-kali 
bisa menyebabkan pemborokan pada selaput lendir hidung, bahkan terkadang bisa 
menyebabkan tembusnya dinding antara kedua cuping hidung.14
Kokain diklasifikasikan sebagai suatu narkotika, bersama dengan morfin dan 
heroin karena efek adiktif. Kokain mempunyai dua bentuk yakni bentuk asam 
(hidroklorida) dan bentuk basah (free base). Kokain asam berupa kristal putih, rasa 
sedikit pahit dan lebih mudah larut dibandingkan bentuk  basa bebas yang tidak 
berbau dan rasanya pahit. Kokain sering juga disebut koka, coke, happy dust, snow, 
charlie. Disalahgunakan dengan cara menghirup yaitu membagi setumpuk bagian 
kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus diatas permukaan kaca dan benda 
mempunyai permukaan datar. Kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot atau 
gulungan kertas. Cara lain yaitu dibakar bersama tembakau yang sering disebut 
cocopuf. Menghirup kokain beresiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam.15
                                                          
13 M. Amir P. Ali dkk, Narkoba Ancaman Generasi Muda, h. 32.
14 Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa 
Tinjauan Kesehatan dan Hukum, h. 13.
15 Wahidah Abdullah, Pelaksanaan pendidikan islam dan implementasinya terhadap 
penanggulangan penyalahgunaan Narkoba (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 125.
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Penggunaan kokain dalam dosis tinggi menyebabkan insomnia (sulit tidur), 
gemetar dan kejang-kejang (kram). Di sini, pecandu merasa ada serangga yang
merayap di bawah kulitnya. Pencernaannya pun terganggu, biji matanya melebar, dan 
tekanan darahnya naik. Bahkan terkadang bisa menyebabkan kematian mendadak.16
6. Amfitamine
Obat ini ditemukan pada tahun 1880. Namun, fakta medis membuktikan 
bahwa penggunaannya dalam jangka waktu lama bisa mengakibatkan risiko 
ketagihan. Pengguna obat adiktif ini merasakan suatu ekstase dan kegairahan, tidak 
mengantuk, dan memperoleh energi besar selama beberapa jam. Namun setelah itu, ia 
tampak lesu disertai stres dan ketidakmampuan berkonsentrasi, atau perasaan kecewa 
sehingga mendorongnya untuk melakukan tindak kekerasan dan kebrutalan.
Bentuk amfetamin baru yang akhir-akhir ini memasuki pasar narkoba ilegal, 
adalah bernama jalanan “ice” dari bahan dasar methamphetamin dalam bentuk kristal 
baru yang dapat di hisap seperti “crack”.17
Kecanduan obat adiktif ini juga menyebabkan degup jantung mengencang dan 
ketidakmampuan berelaksasi, ditambah lemah seksual. Bahkan dalam beberapa kasus 
menimbulkan perilaku seks menyimpang. Termasuk derivasi (turunan) obat ini 
adalah obat yang disebut “captagon”. Obat ini banyak dikonsumsi oleh para siswa 
selama musim ujian, padahal prosedur penggunaannya sebenarnya sangat ketat dan 
hati-hati.
                                                          
16 Santi Sanita, Bahaya Napza Narkoba, h.10.
17 M. Amir P. Ali dkk, Narkoba Ancaman Generasi Muda, h. 34.
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7. Ganja
Ganja memiliki sebutan yang jumlahnya mencapai lebih dari 350 nama, sesuai 
dengan kawasan penanaman dan konsumsinya, antara lain; mariyuana, hashish, dan 
hemp. Adapun zat terpenting yang terkandung dalam ganja adalah zat 
trihidrocaniponal (THC).
Pemakai ganja merasakan suatu kondisi ekstase yang disertai dengan tawa 
cekikikan dan terkekeh-kekeh tanpa justifikasi yang jelas. Dia mengalami halusinasi 
pendengaran dan penglihatan. Berbeda dengan peminum alkohol yang terkesan brutal 
dan berperilaku agresif, maka pemakai ganja seringkali malah menjadi penakut.18
Dia mengalami kesulitan mengenali bentuk dan ukuran benda-benda yang 
terlihat. Pecandunya juga merasakan waktu berjalan begitu lambat. Ingatannya akan 
kejadian beberapa waktu yang lalu pun kacau-balau. Matanya memerah dan degup 
jantungnya kencang. Jika berhenti mengonsumsi ganja, dia akan merasa depresi, 
gelisah, menggigil dan susah tidur. Namun kecanduan ganja biasanya mudah 
dilepaskan. Dalam jangka panjang, pecandu ganja akan kehilangan gairah hidup. 
Menjadi malas, lemah ingatan, bodoh, tidak bisa berkonsentrasi dan terdorong untuk 
melakukan kejahatan.
D. Upaya dalam Menanggulangi Penyalagunaan Narkoba
Ada 5 (lima) bentuk upaya penanggulangan masalah narkoba yaitu:
1. Promotif (Pembinaan)
Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai narkoba atau 
bahkan belum mengenal narkoba. Prinsipnya adalah dengan meningkatkan peranan 
                                                          
18 Santi Sanita, Bahaya Napza Narkoba, h. 10.
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atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah 
berpikir untuk memperoleh kegiatan semu dengan memakai narkoba.19
2. Preventif (program pencegahan)
Karna mengetahui seluk beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk 
menyalahgunakannya.20
Program pencegahan dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
a. Pendidikan agama sejak dini
b. Pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan penuh perhatian dan 
kasih sayang.
c. Menjalin komunikasi yang kontruktif antara oran tua dan anak.
d. Orang tua memberikan teladan yang baik kepada anak-anak.
e. Anak-anak diberikan pengetahuan sedini mungkin tentang narkoba, jenis, dampak 
negatifnya. Seperti melakukan kampanye anti penyalahgunaan narkoba dan 
beberapa kegiatan lain yang dapat menjadi wadah seseorang untuk mendapatkan 
informasi.
3. Kuratif (Pengobatan)
Program ini ditujukan kepada masyarakat yang telah terjerumus dan menjadi 
korban dalam penyalagunaan narkoba. Pengobatan terhadap pemakai narkoba tidak 
sederhana, tetapi sangat komples dan berbiaya mahal. Selain itu kesembuhannya pun 
merupakan tanda tanya besar.21 Tidak sembarang orang boleh mengobati korban 
                                                          
19 Sebagyo partodiharjo,  Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunanya ( Jakarta : Esensi, 
2007), h 103.
20 Wahyuni Ismail, Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba, h. 303.
21 Sebagyo partodiharjo,  Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunanya, h. 103.
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penyalahgunaan narkoba, pengobatannya harus dilakukan oleh dokter yang 
mempelajari narkoba secara khusus.
4. Rehabilitasi (Pemulihan)
Rehabilitasi merupakan kelanjutan dari program kuratif. Rehabilitasi adalah 
upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkoba 
yang sudah menjadi program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas 
dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba. Rehabilitasi 
berupaya menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban narkoba agar 
dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.22
Keseriusan pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi penyalagunaan 
nearkoba yang semakin meningkat dan marak terjadi di Indonesia yakni dengan 
banyaknya dibangun tepat rehabilitasi, baik oleh pemerintah maupun masyarakat 
biasa.
5. Represif
Program refresif adalah program tindakan kepada produsen, bandar, pengedar 
dan pemakai berdasarkan hukum.
Program ini merupakan program intansi pemerintah yang berwajib mengawasi 
dan mengendalikan produksi maupun distribusi dan semua zat tergolong narkoba.23
Tidak hanya pemrintah tapi peran serta masyarakat juga diperlukan dalam 
menjalankan program ini.
                                                          
22Wahyuni Ismail, Remaja dan Penyalahgunaan, h. 304.
23 Sebagyo partodiharjo,  Kenali Narkoba Dan Musuhi, h 107.
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BAB III
HUKUMAN MATI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM 
NASIONAL
A. Tinjauan Hukum Nasional
1. Pengertian Pemidanaan
Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap 
pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan 
sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin 
membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen 
menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:1
Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, 
peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang 
diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara 
bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang 
harus diperhatikan pada kesempatan itu. 
Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana meteril dan hukum pidana formil sebagai 
berikut:2
a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan 
pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk 
dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan 
hukuman atas pelanggaran pidana.
b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara 
mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang 
dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara 
bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh 
keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.
                                                          
1 Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 2.
2 Leden Marpaung, Asas-Teor- Praktek Hukum Pidana, h. 2.
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Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi 
larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana 
formil dalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan 
hukum pidana materil.
Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat 
dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung 
konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam 
masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana 
dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi 
berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. 
Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan 
dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi 
seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya 
kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud 
apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:
a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.
2. Teori dan Tujuan Pemidanaan
Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan 
masyarakat sebagai raksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang 
senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia 
ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan 
pemidanaan, yaitu teori absolut (retributif), teori relatif (deterrence/utilitarian), teori 
30
gabungan (integratif). Teori-teori pemidanaan mempertimbangkan berbagai aspek 
sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.3
a. Teori absolut
Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat 
sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. 4 Teori ini bersifat 
primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.
Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan 
pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas 
perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya5
Ciri pokok atau karakteristik teori retributif, yaitu :
1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.
2) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-
sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
5) Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan 
tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali 
si pelanggar.6
                                                          
3Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia (Bandung: PT. Rafika 
Aditama, 2009), h. 22.
4Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, h. 187.
5Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Cet. 3; Jakarta: Rieka Cipta, 2008), h. 29.
6Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, h. 26.
31
Dari sini sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah 
pembalasan/balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran
dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Khusus untuk
Indonesia, karena KUHP sampai sekarang belum mengalami revisi dan masih produk 
peninggalan belanda yaitu wetboek van strafrecht masih mengadopsi sanksi-sanksi 
yang berupa teori pembalasan, yaitu pada Pasal 10 KUHP yang masih membenarkan 
pidana mati, walaupun kenyataannya belanda sendiri yang telah merevisi KUHPnya
dan telah menghapuskan pidana mati. tetapi ancaman pidana mati masih diterapkan di
beberapa aturan yang berlaku di Indonesia, seperti undang-undang teroris dan 
narkotika.
b. Teori Relatif
Teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan 
si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi 
masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai 
sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat. 
Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau 
tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai 
akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, 
tujuan hukuman adalah untuk mencegah (prevensi) kejahatan.7
Adapun ciri pokok atau karakteristik teori relatif (utilitarian), yaitu :
1) Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention).
2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai 
tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
                                                          
7Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana , h. 105.
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3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si 
pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk 
adanya pidana.
4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan 
kejahatan.8
5) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur
pencelaan, tetapi unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak 
membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.
c. Teori Gabungan
Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk mengabungkan pemikiran yang 
terdapat dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan 
sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar 
pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori 
gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik 
terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang   
tidak hanya berorientasi kepada pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, 
tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tdak 
melakukan kejahatan lagi yang merugihkan dan meresahkan masyarakat.9
Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu :
1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak 
boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya 
dipertahankannya tata tertib masyarakat.
                                                          
8Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, h. 26.
9Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, h. 192
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2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi
penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan 
yang dilakukan terpidana.10
Selain teori pemidanaan, hal yang tidak kalah pentingnya adalah tujuan 
pemidanaan. Di Indonesian sendiri hukum pidana positif belum pernah merumuskan 
tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pemidanaan tersebut masih 
dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, konsep KUHP telah 
menetapkan tujuan pemidanaan pada pasal 54, yaitu :
a. Pemidanaan bertujuan
1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi 
pengayoman masyarakat.
2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi 
orang yang baik dan berguna.
3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan 
keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan
4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
b. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat 
manusia.11
3. Pidana Mati 
Dalam hukum nasional pidana mati merupakan salah satu pidana pokok yang 
di rumuskan dalam pasal 10 KUHP, menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan 
menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok 
                                                          
10Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), h. 162-163.
11Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, h. 192
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terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana 
tutupan, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pidana pencabutan hak-hak tertentu, 
pidana perampasan barang-barang, dan pidana pengumuman keputusan hakim.12
Adapun perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dan jenis-jenis pidana 
tambahan adalah sebagai berikut:
a. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (Imperatif), 
sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif.
b. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis 
pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak 
boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.
c. Jenis pidana pokok yang di jatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap 
(in kracht van gewijsde zaak) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (executie).13
Baik berdasrkan pasal KUHP maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi 
manusia, pidana mati adalah pidana terberat. Karena pidana ini berupa pidana 
terberat, yang pelaksanaanya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, 
yang sesungguhnya hak ini hanya berada ditangan tuhan, maka tidak heran sejak dulu 
dan sekarang selalu menimbulkan pro dan kontra. Kalau di negara lain satu persatu 
menghapus pidana mati, maka sebaliknya yang terjadi di Indonesia, semakin banyak 
delik yang diancam pidana mati. Paling tidak delik yang diancam dengan pidana mati 
di dalam KUHP ada 9 buah, yaitu sebagai berikut:
a. Pasal 104 KUHP (makar terhadap presiden dan wakil presiden).
                                                          
12Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, h. 25
13Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana  1, h. 26
35
b. Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau
berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang).
c. Pasal 124 ayat (1) KUHP (membantu musuh waktu perang)
d. Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru-
hara).
e. Pasal 140 ayat (3) KUHP (makar terhadap raja atau presiden atau kepala negara 
sahabat yang direncanakan atau berakibat maut).
f. Pasal 340 KUHP ( pembunuhan berencana).
g. Pasal 365 ayat (4) KUHP ( pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka 
berat atau mati).
h. Pasal 444 KUHP (pembajakan dilaut, dipesisir dan sungai yang mengakibat
kematian).
i. Pasal 479 k ayat (2) dan pasal 479 o ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan 
kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).14
Disamping itu, sesungguhnya pembentukan KUHP sendiri telah memberikan 
isyarat bahwa pidana mati tidak dengan mudah dijatuhkan, mengunakan upaya pidana 
mati harus dengan sangat hati-hati tidak boleh gegabah. Isyarat itu adalah bahwa, 
bagi setiap kejahatan yang diancam pidana mati, selalu diancamkan juga pidana 
alternatifnya, ialah penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu 
setinggi-tingginya 20 tahun. Misalnya pada pasal 365 (4), 340, 368 (2) jo 365 (4), dan 
lain-lain.15
                                                          
14Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, h. 196
15Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana  1, h. 31.
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Prinsip ini juga di ikuti oleh kejahatan yang diancam dengan pidana mati yang 
dirumuskan diluar KUHP. Misalnya : Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 
113, 114, 118, 119, 121, 144, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan lain-
lain.
B. Tinjauan Hukum Islam.
1. Tujuan Pemidanaan
Abdul Qadir Audah, seorang ahli hukum pidana Islam dari Mesir mengatakan 
bahwa prinsip hukum dalam Islam dapat disimpulkan dalam dua prinsip pokok, yaitu:
a. Menuntaskan segala perbuatan pidana dengan mengabaikan pribadi terpidana dan 
memperbaiki sikap terpidana sekaligus memberantas segala bentuk tindak pidana.
b. Memberantas segala bentuk tindak pidana bertujuan untuk memelihara stabilitas 
masyarakat sedangkan untuk pribadi terpidana bertujuan untuk memperbaiki sikap 
dan prilakunya.16
Beranjak kepada tujuan hukum pidana Islam, dari berbagai literatur yang ada, 
hampir semua secara umum mengamini bahwa tujuan hukum pidana Islam adalah 
untuk menciptakan keadilan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah 
perbuatan-perbutan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap individu dan 
masyarakat, baik yang berkaitan dengan jiwa, harta maupun kehormatan. Tujuan ini 
sejalan dengan pemberian hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum 
disyaritkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus 
menegakkan keadilan.17
                                                          
16Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 
h. 53-54.
17Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, h. 53-54.
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Bila dilihat tujuan hukum itu dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah 
swt dan Nabi Muhammad saw baik yang termuat dalam al-Qur’an atau al-Hadis yaitu 
untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil segala yang 
bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna bagi kehidupan 
manusia oleh karenanya, tujuan hukum Islam dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:
a. Aspek pembuat hukum Islam adalah Allah swt dan Nabi Muhammad saw, tujuan 
hukum Islam adalah untuk memenuhi keperluan manusia yang bersifat Daruriyyat 
yaitu kebutuhan primer, Hajiyyat yaitu kebutuhan skunder seperti berbagai 
fasilitas untuk bekerja maupun fasilitas umum, dan Tahsiniyyat dapat diartikan 
sebagai pemenuhan hal-hal yang menjadikan manusia mampu berbua dan urusan-
urusan hidup secara lebih baik. Selain itu, adalah untuk ditaati dan dilaksanakan 
oleh manusia serta meningkatkan kemampuan manusia untuk memahami hukum 
Islam melalui metodelogi pembentukannya (ushul al-fiqh).
b. Aspek manusia sebagai pelaku dan pelaksana hukum Islam yaitu: tujuan hukum 
Islam adalah untuk mencapai kehidupan manusia yang bahagia. Caranya adalah 
dengan mengambil yang bermanfaat dan menolak yang tidak berguna bagi 
kehidupan. Singkatnya untuk mencapai keridhoaan Allah swt.18
Berdasaarkan tujuan hukum Islam di atas, dapat dirumuskan bahwa tujuan 
hukum pidana Islam adalah memelihara jiwa, akal, harta masyarakat secara umum, 
dan keturunan. Oleh karena itu, kedudukan hukum pidana Islam amat penting dalam 
kehidupan bermasyarakat. Sebab, empat dari lima tujuan syariat yang disebutkan di 
atas, hanya dapat dicapai dengan mentaati ketentuan hukum pidana Islam, dan dua 
diantaranya bertautan dengan ketentuan hukum perdata Islam, yaitu harta dan 
                                                          
18 Muhammad daud ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Islam 
Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h  95.
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keturunan, sementara akal dan jiwa semata-mata dipeliharai oleh ketentuan hukum 
pidana Islam.19
Tujuan hukum pidana Islam secara implisit menetapkan adanya tujuan 
pemidanaan seperti diungkapkan dalam firman Allah QS.Al-Maidah/5: 38.
 َﻄْﻗﺎَﻓ ُﺔَِﻗرﺎﱠﺴﻟاَو ُقِرﺎﱠﺴﻟاَو ٌﻢﻴِﻜَﺣ ٌﺰِﻳﺰَﻋ ُﻪﱠﻠﻟاَو ِﻪﱠﻠﻟا َﻦِﻣ ﻻﺎَﻜَﻧ ﺎَﺒَﺴَﻛ َﺎِﲟ ًءاَﺰَﺟ ﺎَﻤُﻬَـﻳِﺪَْﻳأ اﻮُﻌ٣٨  
Terjemahnya:
“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri potonglah tangan 
keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai 
siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”20
Dari ayat di atas secara substansial menunjukan adanya unsur pembalasan 
yang dikehendaki syara bagi pelanggar undang-undang dan harus dilakukan di depan 
umum. Dari uraian diatas dapat disimpulkan tujuan pemidanaan dalam Islam sebagai 
berikut:
a. Pemidanaan sebagai pembalasan (retribution), artinya setiap perbuatan yang 
melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan nas. Jangka 
panjang aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas 
(Socialdefence). Contoh hukum qisas.
b. Pemidanaan sebagai pencegahan kolektif atau general prevention artinya 
pemidanaan bisa memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan 
kejahatan serupa. Contoh: orang berzina harus didera dimuka umum sehingga 
orang lain melihat dan diharpkan tidak melakukan perzinaan.
                                                          
19Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 13
20Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 114
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c. Pemidanaan dimaksud sebagai special prevention (pencegahan khusus) artinya 
seseorang yang melakukan tindak pidana setelah diterapkan sanksi ia akan 
bertaubat dan tidak mengulangi kejahatannya lagi, dalam aspek ini terkandung 
nilai treatment.21
Oleh karena tujuan pemidanaan adalah pencegahan, maka besarnya hukuman 
harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh kurang 
atau lebih dari batas yang diperlukan, dan demikian terdapat prinsip keadilan dalam 
menjatuhkan hukuman. Bila demikian keadaanya, maka hukuman dapat berbeda-beda 
terutama hukum ta’zir, menurut perbuatannya. Selain pencegahan syari’at Islam 
bertujuan juga untuk memberikan perhatiannya kepada diri pembuat sendiri, bahkan 
memberikan pelajaran dan mengusahakan yang terbaik bagi pembuat jarimah. 
Disamping untuk diri pembuat, penjatuhan pidana juga bertujuan untuk membentuk 
masyarakat yang baik.
2. Ruang lingkup dan ragam hukuman mati
Dalam hukum Islam, hukuman mati terdapat dalam tiga kategori sekaligus, 
yaitu dalam bentuk hudud, qishash, dan ta’zir. Dalam bentuk hudud, berupa rajam 
dan hukum bunuh. Dalam bentuk qishash, berupa balasan pembunuhan, dan dalam 
bentuk ta’zir, berupa al-qatlu al-siyasi ( hukuman mati yang bentuknya disesuaikan 
dengan kebijakan hukum penguasa).22
a. Hukuman mati dalam pidana had (hudud)
                                                          
21Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, h. 288-290.
22Abdul Jalil Salam, Polemik Hukuman Mati di Indonesia, h. 140.
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Untuk tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh orang yang sudah terikat 
dalam perkawinan (muhshan), maka hukumannya adalah rajam, yaitu dilempar 
dengan batu sampai mati (meninggal).23 Hukuman ini didasarkan pada hadits 
 َﲕَْﳛ ُﻦْﺑ َﲕَْﳛ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ و ﱢﻲِﺷَﺎﻗﱠﺮﻟا ِﻪﱠﻠﻟا ِﺪْﺒَﻋ ِﻦْﺑ َنﺎﱠﻄِﺣ ْﻦَﻋ ِﻦَﺴَْﳊا ْﻦَﻋ ٍرﻮُﺼْﻨَﻣ ْﻦَﻋ ٌﻢْﻴَﺸُﻫ َﺎﻧَﺮَـﺒْﺧَأ ﱡﻲِﻤﻴِﻤﱠﺘﻟا
 َلﺎَﻗ ِﺖِﻣﺎﱠﺼﻟا ِﻦْﺑ َةَدﺎَﺒُﻋ ْﻦَﻋ: ُﻪﱠﻠﻟا َﻞَﻌَﺟ ْﺪَﻗ ﱢﲏَﻋ اوُﺬُﺧ ﱢﲏَﻋ اوُﺬُﺧ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ِﻪﱠﻠﻟا ُلﻮُﺳَر َلَﺎﻗ
 ُﻢْﺟﱠﺮﻟاَو ٍﺔَﺋﺎِﻣ ُﺪْﻠَﺟ ِﺐﱢﻴـﱠﺜﻟﺎِﺑ ُﺐﱢﻴـﱠﺜﻟاَو ٍﺔَﻨَﺳ ُﻲْﻔَـﻧَو ٍﺔَﺋﺎِﻣ ُﺪْﻠَﺟ ِﺮْﻜِﺒْﻟِﺎﺑ ُﺮْﻜِﺒْﻟا ًﻼﻴِﺒَﺳ ﱠُﻦَﳍ
24
Terjemahnya:
Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi telah 
mengabarkan kepada kami Husyaim dari Manshur dari Al Hasan dari Hitthan 
bin Abdullah Ar Raqasyi dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ikutilah semua ajaranku, ikutilah semua 
ajaranku. Sungguh, Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka (kaum 
wanita), perjaka dengan perawan hukumannya adalah cambuk seratus kali dan 
diasingkan selama setahun, sedangkan laki-laki dan wanita yang sudah menikah 
hukumannya adalah dera seratus kali dan dirajam." Dan telah menceritakan 
kepada kami 'Amru An Naqid telah menceritakan kepada kami Husyaim telah 
mengabarkan kepada kami Manshur dengan isnad seperti ini".
Dalam masalah penggabungan hukuman dera dengan rajam bagi pelaku zina 
muhsan terdapat perbedaan pendapat ulama. Menurut Ali bin Abi Thalib, Daud al-
Zahiri dan sebagian pengikut Ahmad bin Hambal, orang-orang yang sudah pernah 
kawin apabila berzina dikenakan hukuman dera dan rajam, sesuai dengan hadist 
tersebut. Sementara menurut ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi’i dan sebagian 
ulama Hambali, orang-orang yang pernah kawin apabila sudah kawin hanya dihukum 
rajam, tidak di gabung dengan dera. Alasan mereka didasar hadis yang menceritakan 
bahwa Rasulullah saw merajam Maiz, Al-Gamadiyah dan seorang wanita yahudi. 
                                                          
23Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam 1, h. 71.
24 Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, Sahih Muslim, Juz III (Beirut: 
Dar Ihya al-Turas al-‘Arabi, t.th), h. 1316.
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Dalam riwayat-riwayat  tersebut ditemukan bahwa Rasulullah saw pernah mendera 
mereka sebelum dirajam, padahal mereka pernah menikah.25
Selain rajam, hukaman mati dalam tindak pidana hudud juga diberlakukan  bagi 
pelaku perampokan. Sebagaimana firman Allah swt QS Al-Maidah/5: 33.
 ُﺒﱠﻠَﺼُﻳ ْوَأ اﻮُﻠﱠـﺘَﻘُـﻳ ْنَأ اًدﺎَﺴَﻓ ِضْرﻷا ِﰲ َنْﻮَﻌْﺴَﻳَو ُﻪَﻟﻮُﺳَرَو َﻪﱠﻠﻟا َنُﻮِﺑرﺎَُﳛ َﻦﻳِﺬﱠﻟا ُءاَﺰَﺟ َﺎ ﱠﳕِإ ْﻢِﻬﻳِﺪَْﻳأ َﻊﱠﻄَﻘُـﺗ ْوَأ اﻮ
 ِﰲ ُْﻢَﳍَو ﺎَﻴْـﻧ ﱡﺪﻟا ِﰲ ٌيْﺰِﺧ ُْﻢَﳍ َﻚِﻟَذ ِضْرﻷا َﻦِﻣ اْﻮَﻔ ْـﻨُـﻳ ْوَأ ٍفﻼِﺧ ْﻦِﻣ ْﻢُﻬُﻠُﺟْرَأَو ٌﻢﻴِﻈَﻋ ٌباَﺬَﻋ ِةَﺮِﺧﻵا ٣٣
Terjemahnya :
“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dari 
membuat kerusakan dibumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong 
tangan dan kakinya secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. 
Yang demikian itu kehinaan bagi mereka didunia, dan diakhirat mereka 
mendapat azab yang besar”26
b. Hukuman mati dalam pidana qishash
Dalam pidana qisash, hukuman mati diberlakukan bagi orang yang melakukan 
tindak pidana pembunuhan secara sengaja. Jika seseorang melakukan pembunuhan 
secara sengaja (pembunuhan terencana), maka dia harus dihukum bunuh (mati) 
melalui metoda yang sesuai dengan cara dia membunuh. Pembunuhan sengaja dalam 
syariat Islam diancam dengan berbagai macam hukuman, sebagian merupakan hukum 
pokok dan pengganti, dan sebagian lagi merupakan hukuman tambahan.27
Hukuman qishash di syariatkan dalam QS Al-Baqarah/2: 178-179.
                                                          
25Adian Husain, Rajam Dalam Arus Budaya Syahwat (Cet. 1; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 
2001), h. 116.
26Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya , h. 113.
27Abdul Jalil Salam, Polemik Hukuman Mati di Indonesia, h. 149.
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 َﻳ َو ِﺪْﺒَﻌْﻟﺎِﺑ ُﺪْﺒَﻌْﻟاَو ﱢُﺮْﳊِﺎﺑ ﱡُﺮْﳊا ﻰَﻠ ْـﺘَﻘْﻟا ِﰲ ُصﺎَﺼِﻘْﻟا ُﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ َﺐِﺘُﻛ اﻮُﻨَﻣآ َﻦﻳِﺬﱠﻟا ﺎَﻬـﱡَﻳأ ﺎ َﻲِﻔُﻋ ْﻦَﻤَﻓ ﻰَﺜْـﻧﻷِﺎﺑ ﻰَﺜْـﻧﻷا
 ٌﺔَْﲪَرَو ْﻢُﻜﱢﺑَر ْﻦِﻣ ٌﻒﻴِﻔَْﲣ َﻚِﻟَذ ٍنﺎَﺴْﺣِِﺈﺑ ِﻪَْﻴﻟِإ ٌءاََدأَو ِفوُﺮْﻌَﻤْﻟِﺎﺑ ٌعﺎَﺒـﱢﺗﺎَﻓ ٌءْﻲَﺷ ِﻪﻴِﺧَأ ْﻦِﻣ ُﻪَﻟ َﺪْﻌَـﺑ ىَﺪَﺘْﻋا ِﻦَﻤَﻓ
 ٌﻢِﻴَﻟأ ٌباَﺬَﻋ ُﻪَﻠَـﻓ َﻚِﻟَذ١٧٩
Terjemahnya:
“Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas 
berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, 
hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi 
barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya 
dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang 
demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa yang 
melampaui batas setelah itu maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. 
Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang 
berakal, agar kamu bertakwa”28
c. Hukuman mati pada pidana ta’zir.
Dalam pidana ta’zir, hukuman mati bisa saja diberlakukan jika hukuman 
dianggap mampu atau menjadi satu-satunya cara memberikan kemaslahatan kepada 
masyarakat.29 Hukuman mati dalam ta’zir tidak diatur dalam nash (al-Qur’an dan 
hadis), namun kewenangan diserahkan sepenuhnya  kepada penguasa, di mana kadar 
hukumannya tidak dibatasi. Misalnya saja, hukuman mati bagi mata-mata (spionase), 
residivis, pengedar narkoba, atau koruptor.
Dalam hukum Islam, hukuman mati yang diberlakukan untuk kasus-kasus 
tertentu, seperti narkoba, terorisme, dan korupsi, termasuk kategori hukuman ta’zir
yang disebut dengan ‘al-qatlu al-siyasi’, yaitu hukum yang tidak diatur dalam al-
Qur’an dan al-Sunnah hanya mengambarkan pola pengaturan pidana terhadap kondisi 
masyarakat yang belum memiliki kompleksitas permasalahan seperti sekarang ini. 
Dengan situasi masyarakat yang sangat kompleks saat ini, baik kulaitas maupun 
                                                          
28Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya,  h. 27.
29A. Rahmat Rosyadi, H.M. Rais Ahmad, Formulasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata 
Hukum Indonesia (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2006), h. 9.
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kuantitas persoalannya, adanya rumusan-rumusan baru tentang bentuk-bentuk pidana 
yang diancam menjadi penting.30
                                                          
30Abdul Jalil Salam, Polemik Hukuman Mati di Indonesia, h. 152.
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BAB IV
PENJATUHAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KASUS NARKOBA
A. Aturan Hukum Tindak Pidana Narkoba
1. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika (selanjutnya 
disebut UU Narkotika 2009), pada dasarnya mengklasifikasi pelaku tindak pidana 
(delict) penyalahgunaan narkotika menjadi 2 (dua), yaitu : pelaku tindak pidana yang 
berstatus sebagai pengguna (Pasal 116, 121 dan 127) dan bukan pengguna narkotika 
(Pasal 112, 113, 114, 119 dan 129), untuk status pengguna narkotika dapat dibagi lagi 
menjadi 2 (dua), yaitu pengguna untuk diberikan kepada orang  lain (Pasal 116 dan 
121) dan pengguna narkotika untuk dirinya sendiri (Pasal 127). 
Yang dimaksud dengan penggunaan narkotika untuk dirinya  adalah 
penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang  tanpa melalui pengawasan 
dokter. Jika orang yang bersangkutan menderita kemudian menderita ketergantungan 
maka ia harus menjalani rehabilitasi, baik secara medis maupun secara sosial, dan 
pengobatan serta masa rehabilitasinya akan diperhitungkan sebagai masa menjalani 
pidana.1
Sedangkan, pelaku tindak pidana narkotika yang berstatus sebagai bukan 
pengguna diklasifikasi lagi menjadi 4 (empat), yaitu : pemilik (Pasal 111 dan 112), 
pengolah (Pasal 113), pembawa dan pengantar (Pasal 114 dan 119), dan pengedar 
(Pasal 129). 
                                                          
1 Republik Indonesia, Undang-Undang  No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Bab XV, 
pasal 116, 121, 127.
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Yang dimaksud sebagai pemilik adalah orang yang menanam, memelihara, 
mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai dengan tanpa 
hak dan melawan hukum. Yang dimaksud sebagai pengolah adalah orang  
memproduksi, mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit, atau  menyediakan 
narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau melakukan 
secara terorganisasi. Yang di kualifikasi sebagai pembawa atau pengantar (kurir) 
adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika 
dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara teroganisasi. 
Sedangkan, yang dimaksud pengedar adalah orang mengimpor, pengekspor, 
menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjadi pembeli, menyerahkan, menerima, 
menjadi perantara dalam jual beli. Atau menukar narkotika dengan tampa hak dan 
melawan hukum secara individual maupun secara terorganisasi.2
Dalam Undang-Undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat sanksi 
pidana mati pada pasal 113, 114, 118, 119, 121, 144 yaitu sebagai berikut: 
Pasal 113
Ayat 1: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, 
mengimpor, mengeksor atau menyalurkan  Narkotika Golongan I, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun 
dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
Ayat 2: dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau 
menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 
                                                          
2Republik Indonesia, Undang-Undang  No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bab XV, pasal 
111,112,113,114,119,129.
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bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang 
pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku 
dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidanapaling singkat 
5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). 
Pasal 114
Ayat 1: setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk 
di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, 
atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur 
hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua 
puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
Ayat 2: dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, 
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika 
Golongan I sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman 
beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 
5 (lima) gram,  pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, 
atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 
tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 
1/3 (sepertiga). 
Pasal 118
Ayat 1: setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, 
memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 
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(dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan 
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). 
Ayat 2: dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau 
menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) beratnya 
melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur 
hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua 
puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditambah 1/3 (sepertiga). 
Pasal 119
Ayat 1: setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk di 
jual, menjual,  membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau 
menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana singkat 4 (empat) tahun dan paling 
lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 
(delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar 
rupiah).
Ayat 2: dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, 
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika 
Golongan I sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman 
beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 
5 (lima) gram,  pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, 
atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 
tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 
1/3 (sepertiga). 
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Pasal 121
Ayat 1: setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menggunakan Narkotika 
Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk 
digunakan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun 
dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 
800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 
(delapan miliar rupiah). 
Ayat 2: dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian 
Narkotika Golongan II untuk di gunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku di pidana dengan 
pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5  
(lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum pada 
ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).  
Pasal 144
Ayat 1: setiap orang yang jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan 
pengulangan tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 
113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 
121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 
128 ayat (1), dan pasal 129, pidana maksimum ditambah dengan 1/3 (sepertiga) 
Ayat 2: ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud 
pada pasal ayat (1) tidal berlaku bagi pelaku tindak pidana yang di jatuhi dengan 
pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.3
                                                          
3 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Pasal 113, 114, 118, 119, 121, 
144.
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2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
Dari seluruh tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Psikotropika, 
dilihat dari segi bentuk perbuatannya dapat dikelompokkan menjadi beberapa 
kelompok, sebagai berikut:
a. Kejahatan yang menyangkut produksi psikotropika.
Tindak pidana yang menyangkut produksi psikotropika tampak pada Pasal 59 
ayat (1) huruf b, Pasal 159 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 60 ayat (1).
b. Kejahatan yang menyangkut peredaran psikotropika.
Untuk kejahatan menyangkut peredaran psikotropika terdapat pada Pasal 59 
ayat (1) huruf c dan pasal 60 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
c. Kejahatan yang menyangkut ekspor dan impor psikotropika. 
Kejahatan yang menyangkut kegiatan ekspor dan impor psikotropika diatur 
pada Pasal 59 ayat (1) huruf d, Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 63 ayat (1).
d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan psikotropika.
Kejahatan yang menyangkut penguasaan psikotropika. Kata penguasaan di 
sini diartikan dengan: memiliki, menyimpan atau membawa. Sehubungan dengan itu, 
kejahatan yang menyangkut penguasaan psikotropika diatur pada Pasal 59 ayat (1) 
huruf e, Pasal 62 ayat (1).
Ketentuan pidana  mati yang diatur dalam Undang-Undang Psikotropika No. 
5 Tahun 1997 terdapat pada pasal 59 ayat 2 sebagai berikut
Pasal 59
(1) Barang siapa :
a. menggunakan psikotropika golongan 1 selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(2); atau
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b. memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika 
golongan 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
c. mengedarkan psikotropika golongan 1 tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau
d. mengimpor psikotropika golongan 1 selain untuk kepentingan llmu 
Pengetahuan; atau
e. secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika 
golongan 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan paling 
banyak Rp.750.000 000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara 
terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 
pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 
750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
(3) Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka di samping 
dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 
Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).4
Namun, sejak berlakunya UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dimana 
psikotropika golongan I dan II dihapuskan dan dimasukkan ke dalam UU narkotika. 
Maka pasal 59 dianggap sudah tidak berlaku lagi.5
                                                          
4 Republik Indonesia, Undang-Undang No 5 tahun 1997, Pasal 59 ayat 2.
5 Darda Syahrizal, Undang-Undang Narkotika dan Aplikasinya (Cet. I; Jakarta: Laskar 
Aksara, 2013), h. 191.
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B. Sanksi Pidana Pelaku Kasus Narkoba Menurut Hukum Islam.
Status hukum narkoba dalam konteks fiqih memang tidak disebutkan secara 
langsung baik dalam al-Qur’an maupun hadis, karena masalah narkoba tidak dikenal 
pada masa Nabi Muhammad saw.
al-Qur’an hanya berbicara tentang keharaman khamr, pengharaman khamr
bersifat gradual, yaitu tahap pertama turun QS Al-Baqarah/2: 219. Kedua, turun QS
An-Nisa/4: 43. Kemudian yang ketiga turun ayat yang melarang khamr secara tegas, 
yaitu QS Al-Maidah/5: 90-91. Namun demikian, ulama telah sepakat bahwa narkoba 
itu haram, karena dapat merusak jasmani dan rohani umat manusia melebihi khamr. 
Menurut Ahmad As-Syarbashi, bahwa tanpa diqiyaskan kepada khamr pun, ganja dan 
narkotika dapat dikategorikan sebagai Khamar yaitu haram, karena dapat menutupi
akal.6
Dalam teori fikih muamalah, apabila suatu barang status hukumnya haram, 
karena dapat menimbulkan mudharat yang besar bagi akal, agama, jiwa, harta, dan 
keturunan, maka dengan sendirinya barang tersebut haram diproduksi dan di perjual
belikan. 
Dalam Islam pula, ada sejumlah bisnis, usaha industri atau perdagangan yang 
dilarang, dan karenanya harus dijauhi diantaranya: Pertama, perdagangan khamr
(minuman keras/alkohol). Pihak yang dilarang mengerjakannya tidak saja pedagang 
dan peminumnya, tetapi semua pihak yang terkait, seperti pengangkut/distributornya,
pemesannya, pelayannya dan seterusnya. Umat Islam dilarang menjalankan usaha 
apapun yang mengekspor atau mengimpor minuman beralkohol, ia dilarang memiliki 
                                                          
6 Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Persfektif Hukum Islam dan Hukum Pidana
Nasional (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.117.
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usaha dimana alkohol diperjual belikan dan juga dilarang bekerja dalam usaha 
semacam itu.
Kedua, transaksi dan perdagangan obat-obatan terlarang. Jenis obat-obatan 
telarang itu di antaranya mariyuana, kokain, opium, ganja, morfin dan beragam jenis 
lain. Para ulama, termasuk Ibnu Taimiyah secara bulat melarang obat-obatan
semacam ini, karena pengaruhnya yang memabukkan dan menimbulkan halusinasi.
Penggunaan obat-obatan ini dapat menimbulkan tindak kejahatan dan 
menimbulkan pengaruh yang merusak bagi orang yang menggunakannya, yang 
menimbulkan penyakit bahkan kematian. Ini dapat dikategorikan perbuatan merusak 
dan membunuh diri sendiri. Dengan demikian, haram hukumnya transaksi bisnis 
pengedaran gelap narkoba.7
Seperti yang telah dipaparkan, bahwa produksi dan pengedaran gelap narkoba 
diharamkan dalam Islam karena sangat besar sekali bahaya dan dampak negatifnya 
bagi kehidupan individu, masyarakat, bangsa dan negara. Larangan ini meliputi pula 
pengggunaan narkoba secara ilegal dan melawan hukum, sehingga dijatuhkan sanksi 
pidana bagi para pelakunya.
1. Sanksi Bagi Produsen dan Pengedar Narkoba.
Adapun sanksi hukum Islam bagi produsen dan pengedar narkoba berupa 
deraan fisik yang sifatnya menjerakan tidak ditemukan dalam nash al-Qur‟an dan 
Hadits. Yang ada hanyalah sanksi bagi peminum khamr/penyalahguna narkoba yaitu 
had 40 kali/80 kali dera. Namun, ada hadits yang secara jelas menyebutkan laknat 
atas orang berkenaan tentang khamr. Rasulullah Saw bersabda:
                                                          
7 Ahmad Bahar,  Lihan Ustadz Pengusaha (Cet. 2; Jakarta: Pena Multi Media, 2008), h. 141-
142.
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 ـْﻨَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا َﻲِﺿَر َﺔَﺸِﺋﺎَﻋ ْﻦَﻋ ٍقوُﺮْﺴَﻣ ْﻦَﻋ ﻰَﺤﱡﻀﻟا ِﰊَأ ْﻦَﻋ ِﺶَﻤْﻋَْﻷا ْﻦَﻋ ُﺔَﺒْﻌُﺷ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ ٌﻢِﻠْﺴُﻣ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣﺎَﻬ  ﺎ ﱠﻤَﻟ
 ُتَﺎﻳآ ْﺖَﻟَﺰَـﻧ َْﳋا ِﰲ َُةرﺎَﺠﱢﺘﻟا ْﺖَﻣﱢﺮُﺣ َلﺎَﻘَـﻓ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ﱡِﱯﱠﻨﻟا ََجﺮَﺧ ﺎَِﻫﺮِﺧآ ْﻦَﻋ ِةَﺮَﻘَـﺒْﻟا ِةَرﻮُﺳﺮْﻤ
8
Artinya :
“Telah menceritakan kepada kami Muslim telah menceritakan kepada kami 
Syu'bah dari Al A'masy dari Abu Adh-Dhuhaa dari Masruq dari 'Aisyah 
radliallahu 'anha; Ketika turun ayat-ayat akhir dari Surah Al Baqarah, Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam keluar lalu bersabda: "Telah diharamkan 
perdagangan khamar (minuman keras)”.
Adapun kejahatan yang tidak dinyatakan oleh Allah atau Nabi sanksi atau 
ancaman dunianya, si pelaku bebas dari ancaman tersebut, namun tidak bebas dari 
hukuman dunia sama sekali. Untuk maksud tersebut penetapan hukumannya 
diserahkan kepada ijtihad para ulama untuk ditetapkan oleh penguasa melalui 
lembaga legislatifnya untuk dilaksanakan oleh para hakim di pengadilan. Hukuman 
dalam bentuk inilah yang disebut hukuman ta‟zir.9
Pada umumnya, ta‟zir terjadi pada kasus-kasus yang belum ditetapkan ukuran 
sanksinya oleh syara‟. Oleh karena itu, penetapan sanksi ta‟zir lebih baik didasarkan 
pada status sanksi atas kasus-kasus sejenis yang memang telah diklasifikasi jenis 
kasusnya. Kemudian, kasus-kasus yang mungkin bisa dimasukkan ke dalamnya 
dimasukkan, jika tidak mungkin, maka lebih baik diserahkan kepada kebijakan 
qadhiy. 
Atas dasar ini, kasus ta‟zir yang telah ditetapkan sanksi-sanksi tertentunya, 
secara umum dibagi dalam tujuh jenis berikut ini: 
1) Pelanggaran terhadap kehormatan (harga diri).
2) Pelanggaran kemuliaan. 
                                                          
8 Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma‘il bin Ibrahim ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ja‘fi, al-
Jami‘ al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar, Juz. III (Cet. I; t.t.: Dar Tuq al-Nujah, 1422), h. 82.
9 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2003), h. 321
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3) Perbuatan yang merusak akal. 
4) Pelanggaran terhadap harta. 
5) Gangguan keamanan. 
6) Subversi, dan 
7) Perbuatan yang berhubungan dengan agama.10
Adapun perbuatan-perbuatan yang merusak dan membahayakan akal pada 
poin ketiga tersebut diatas, secara garis besar dan ringkasnya adalah sebagai berikut: 
a) Setiap orang yang memperdagangkan narkotika, seperti ganja (hashis), heroin, dan 
sejenisnya, dianggap sebagai tindak kejahatan, pelakunya akan dikenakan sanksi jilid 
dan penjara sampai 15 tahun, ditambah denda yang akan ditetapkan oleh qadhiy.
b) Setiap orang yang membeli, menjual, membuat, mengedarkan, memiliki, atau 
menyimpan khamr, maka ia akan dikenakan sanksi jilid dan penjara sampai 5 tahun. 
Dalam hal ini dikecualikan bagi warga Negara Islam yang non-muslim, yang 
memang dalam agamanya dibolehkan minum khamr. 
c) Setiap orang yang menjual, membeli, meracik, mengedarkan, menyimpan 
narkotika, maka ia akan dikenakan sanksi jilid dan dipenjara sampai 5 tahun, 
ditambah dengan denda yang nilainya ringan. 
d) Setiap orang yang menjual anggur, gandum, atau apa pun yang darinya bisa dibuat 
khamr, baik yang menjualnya secara langsung, atau dengan perantara, maka ia akan 
dikenakan sanksi jilid dan penjara mulai 6 bulan hingga 3 tahun. Dalam hal ini 
dikecualikan bagi warga Negara Islam yang non muslim, yang memang dalam 
agamanya dibolehkan mengkonsumsinya. 
                                                          
10 Abdurrahman Al-Makki, Ahmad Ad-Da‟ur, Nidzam al-Uqubat dan Ahkam al-Bayyinat, 
terj. Syamsuddin Ramadlan, Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian Dalam Islam (Bogor: Pustaka 
Thariqul Izzah, 2004), h. 262.
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e) Setiap orang yang membuka tempat tersembunyi (terselubung), atau terang-
terangan untuk memperdagangkan narkotika (obat-obat bius), maka ia akan 
dikenakan sanksi jilid dan penjara hingga 15 tahun. 
f) Setiap orang yang membuka tempat untuk menjual barang-barang yang 
memabukkan, baik dengan cara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, akan 
dikenakan sanksi jilid dan penjara sampai 5 tahun lamanya. 
g) Tidak diterima pernyataan pembelaan (perkataan) orang yang menyatakan bahwa 
ia menjual khamr untuk pengobatan kecuali jika dibuat dengan teknik pembuatan 
medis dan menjualnya layaknya apoteker dan lain-lain. Namun, jika ia bisa 
membuktikan bahwa ia menjualnya untuk pengobatan, maka buktinya didengarkan.11
Secara tidak langsung, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun 
mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku tindak pidana narkoba adalah ta‟zir. Yang 
menjadi pertimbangan fatwa ini adalah bahwa untuk mencegah terjadinya tindak 
pidana narkoba yang mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda yang sangat 
mengganggu pikiran, keamanan dan suksesnya pembangunan perlu adanya usaha dan 
tindakan-tindakan berikut: 
a. Menjatuhkan hukuman berat/keras terhadap penjual/pengedar/penyelundup bahan-
bahan narkoba sampai dengan hukuman mati. 
b. Menjatuhkan hukuman berat terhadap petugas-petugas keamanan dan petugas-
petugas pemerintah sipil dan militer yang memudahkan, meloloskan, membiarkan 
apalagi melindungi sumber/penjual/pengecer/pengedar gelap narkoba agar tidak 
disalahgunakan.
(3) Mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih keras dan sanksi-sanksi yang 
                                                          
11 Abdurrahman Al-Makki, Ahmad Ad-Da‟ur, Nidzam al-Uqubat dan Ahkam al-Bayyinat, 
terj. Syamsuddin Ramadlan, Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian Dalam Islam, h. 272-273
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lebih berat terhadap mereka yang mempunyai legalitas untuk penjualan narkoba 
agar tidak disalahgunakan.
c. Mengadakan usaha-usaha preventif dengan membuat undang-undang mengenai 
penggunaan dan penyalahgunaan narkoba.12
2. Sanksi Bagi Penyalahguna Narkoba
Kemudian, hukuman bagi penyalahguna narkoba adalah sama dengan 
hukuman yang dijatuhkan bagi peminum khamr. Karena, dalam pandangan Islam 
tindakan mengkonsumsi khamr itu adalah perbuatan maksiat yang diancam dengan 
hukuman akhirat yang disebut dosa dan juga dengan hukuman dunia yang disebut 
hudud. 
Supaya hukuman dunia itu dapat dilaksanakan, maka diperlukan kriteria atau 
unsur yang jelas. Abdul Qadir Audah menyimpulkan pendapat ulama dalam 
menetapkan kriteria atau rukun tersebut yaitu:
Pertama: bahwa tindakan itu adalah perbuatan meminum dan yang diminum 
itu adalah sesuatu yang bernama khamr. Oleh karena pengertian khamr disini telah 
diperluas kepada segala sesuatu yang dapat mengganggu fungsi akal, maka perbuatan 
yang dilarang disini diperluas pula kepada segala tindakan yang menyampaikan 
khamr itu ke dalam tubuh, baik dengan cara meminum, atau dengan cara memakan, 
atau menghisap melalui hidung atau dengan cara menyuntikkan.
Kedua: bahwa tindakan itu dilakukan dengan sadar dan sengaja serta 
mengetahui bahwa yang demikian adalah dilarang. Dalam istilah hukum disebut 
“Dengan sengaja dan melawan hukum”. Dengan begitu, segala cara yang dilakukan 
                                                          
12 Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Persfektif Hukum Islam dan Hukum Pidana
Nasional, h.130-131.
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dengan tidak sadar dan sengaja tidak termasuk pada tindakan yang
diancam dengan hukuman, seperti dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan tersalah, 
dan tidak tahu bahwa yang dikonsumsinya itu adalah barang terlarang.13 Adapun had 
bagi peminum khamr adalah 40 atau 80 kali dera. Rasulullah Saw bersabda:
 ِﰊَأ َﺪِﻳَﺰﻳ ِﻦْﺑ ِﺪَْﻴُﲪ ْﻦَﻋ َﺔَﻤَﻠَﺳ ُﻦْﺑ ُدﺎﱠَﲪ َﺎﻧَﺮَـﺒْﺧَأ ﱡﻲِﻤْﻴـﱠﺘﻟا ٍﺪﱠﻤَُﳏ ُﻦْﺑ ِﻪﱠﻠﻟا ُﺪْﻴَـﺒُﻋ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ  ْﻦَﻋ ِبﺎﱠﻄَْﳋا
 َﺮَﻤُﻋ ِﻦْﺑا ِﻦَﻋ ٍﻊِﻓَﺎﻧ  ْﻦَﻣ َلَﺎﻗ ُﻪﱠَﻧأ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ﱢِﱯﱠﻨﻟا ْﻦَﻋ ُﻩوُﺪِﻠْﺟَﺎﻓ ﺎَﻬَـِﺑﺮَﺷ ْنِﺈَﻓ ُﻩوُﺪِﻠْﺟَﺎﻓ َﺮْﻤَْﳋا َبِﺮَﺷ
ﻩﻮُﻠُـﺘْـﻗﺎَﻓ ِﺔَﺴِﻣَﺎْﳋا ْوَأ ِﺔَﻌِﺑاﱠﺮﻟا ِﰲ َلﺎَﻘَـﻓ ُﻩوُﺪِﻠْﺟَﺎﻓ ﺎَﻬَـِﺑﺮَﺷ ْنِﺈَﻓ
14
Artinya:
“Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Muhammad At Taimi telah 
mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah dari Humaid bin Yazid Abil 
Khaththab dari Nafi' dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu'alaihi wasallam, 
beliau bersabda: "Barangsiapa minum khamer, jilidlah, jika minum lagi, 
jilidlah, jika minum lagi, jilidlah, " pada ucapan keempat atau kelima, beliau 
mengatakan: "Bunuhlah.”
 َلﺎَﻗ ٍﺲََﻧأ ْﻦَﻋ ُةَدﺎَﺘَـﻗ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ ٌمﺎَﺸِﻫ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ ٌﻢِﻠْﺴُﻣ ﺎَﻨَـﺛ ﱠﺪَﺣ  ِﰲ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُﻪﱠﻠﻟا ﻰﱠﻠَﺻ ﱡِﱯﱠﻨﻟا َﺪَﻠَﺟ
 ِﺮْﻤَْﳋا ِﺪِﯾﺮَْﺠﻟԴِلﺎَﻌﱢـﻨﻟاَو
15  َﲔَِﻌﺑَْرأ ٍﺮْﻜَﺑ ُﻮَﺑأ َﺪَﻠَﺟَو
Artinya: 
“Telah menceritakan kepada kami Muslim telah menceritakan kepada kami 
Hisyam telah menceritakan kepada kami Qotadah dari Anas, dia menuturkan; 
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjilid peminum khamer dengan pelepah 
kurma dan sandal, dan Abu Bakar menjilid sebanyak empat puluh kali ."
Menurut jumhur fuqaha (Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad), had bagi 
peminum khamr adalah 80 kali dera. Mereka berpegang pada hasil permusyawaratan 
                                                          
13 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2003), h. 293
14 Abu ‘Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibni, Musnad 
al- Imam Ahmad bin Hanbal, Juz. X, (t.t.: Muassasah al-Risalah, 1421 H), h. 333.
15 Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma‘il bin Ibrahim ibn Bardizbah al-Bukhari al-Ja‘fi, al-
Jami‘ al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar, Juz. VIII, h. 158.
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Umar bin Khattab dengan para sahabat ketika pada masa pemerintahannya minuman 
khamr itu sangat banyak.16
Terjadinya hal ini karena pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab sering 
terjadi penaklukan-penaklukan dalam memperluas wilayah kekuasaan 
Islam, sehingga banyak orang-orang muslim berinteraksi dan bergaul dengan orang-
orang kafir. Di antara mereka banyak yang menjadi peminum khamr. 
Umar melihat betapa minuman itu dapat membakar amarah hati orang dan 
membuat peminumnya saling mengecam dan memaki. Tidak jarang orang-orang 
Yahudi dan kaum munafik menggunakan kesempatan minum minuman itu untuk
membangkitkan pertentangan lama antara suku Aus dan Khazraj.17
Berdasarkan realitas tersebut diatas, setelah dirasa sanksi 40 kali dera tidak 
mampu lagi memberikan efek jera bagi peminum khamr, maka Umar bin Khattab 
berinisiatif untuk bermusyawarah dengan para sahabat dalam menentukan hukuman 
yang tepat. Abdurrahman bin Auf mengusulkan bahwa hukuman yang paling ringan 
adalah 80 kali dera. Ali bin Abu Thalib juga berpendapat bahwa sanksi bagi peminum 
khamr adalah 80 kali dera karena pelanggaran atau tindakan meminum khamr 
diqiyaskan pada penuduh zina (qadzf).18
Karena pelaksanaan hukuman bertujuan diantaranya adalah menakutkan dan 
menjerakan orang untuk melakukan kejahatan, maka pelaksanaan hukuman atas 
peminum khamr atau penyalahguna narkoba dilakukan secara terbuka, sebagaimana 
                                                          
16 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, terj. Imam Ghazali Said dan 
Ahmad Zaidun, Bidayatul Mujtahid Analisa Fikih Para Mujtahid, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Amani, 
2007), h. 632.
17 Muhammad Husein Haekal, Al-Faruq Umar, terj. Ali Audah, Umar bin Khattab (Bogor: 
Pustaka Lintera Antar Nusa, 2007), h. 55.
18 Dedi Supriyadi, Sejarah Hukum Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.73.
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yang diberlakukan terhadap pelaksanaan hukuman atas kejahatan perzinahan yang 
mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur’an. Dalam hal ini, pelakunya 
mendapatkan dua sanksi sekaligus yaitu:
1) Sanksi fisik berupa sakitnya tubuh karena didera. 
2) Sanksi moral atau batin berupa perasaan malu yang luar biasa akibat mendapatkan 
kecaman, ejekan, dan pelecehan dari orang lain karena perbuatannya telah diketahui 
dan hukumannya disaksikan oleh orang banyak.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut penulis sanksi bagi 
pembuat dan pengedar gelap narkoba adalah ta‟zir. Sedangkan bagi penyalahguna 
narkoba/peminum khamr termasuk ke dalam perkara hudud, yang pelakunya wajib 
dijatuhi hukuman had.
Adapun perbedaan antara hudud dengan ta‟zir yaitu jarimah hudud adalah
jarimah yang hukuman telah ditentukan oleh syara‟. Sedangkan jarimah ta‟zir
adalah jarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh syara‟ dan diserahkan 
kepada pemerintah (ulil amri) untuk menetapkannya. Adapun hukuman ta‟zir
menurut para fuqaha muhaqqiq (ahli membuat keputusan) bisa saja berupa hukuman 
mati sebagai hukuman ta’zir tertinggi meskipun dalam pelaksanaannya harus disertai 
persyaratan-persyaratan yang ketat.19
Menurut Yusuf Qardhawi, seluruh pemerintahan (negara) memerangi 
narkotika dan menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada yang mengusahakan 
dan mengedarkannya. Sehingga pemerintahan suatu negara yang memperbolehkan 
khamr dan minuman keras lainnya sekalipun, tetap memberikan hukuman berat 
kepada siapa saja yang terlibat narkoba. Bahkan sebagian negara menjatuhkan 
                                                          
19 Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam 1, h. 144-145.
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hukuman mati kepada pedagang dan pengedarnya. Hukuman ini memang tepat dan 
benar, karena pada hakikatnya, para pengedar itu membunuh bangsa-bangsa demi 
mengeruk kekayaan. Oleh karena itu, mereka lebih layak mendapatkan hukuman 
qishas dibandingkan orang yang membunuh seorang atau dua orang manusia.20
C. Efektifitas Hukuman Mati Dalam Penanggulangan Narkoba di Indonesia
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata efektifitas diartikan sebagai 
keefektifan.21 Hal ini berarti bahwa kata efektifitas digunakan untuk menentukan 
apakah sesuatu yang digunakan sudah efektif dan mencapai tujuan yang diingikan 
atau diharapkan sebelumnya.
Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka pertama-
tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati. Jika suatu aturan 
hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi target ketaatannya, maka 
dapatlah dikatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan efektif. Namun 
demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi masih dapat 
dipertanyakan lebih jauh derajat efektifitasnya.22 Ketaatan hukum itu sendiri, masih 
dapat dibedakan kulitasnya dalam tiga jenis, seperti yang dikemukakan H.C. Kelman, 
Yaitu.23
                                                          
20 Yusuf Qardhawi, Hidyatul Islam Fatawi Mua‟shirah, terj. As‟ad Yasin, Fatwa-fatwa 
Kontemporer (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 794.
21 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 127.
22Acmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicial prudence)
(Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2009), h. 375.
23Acmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicial prudence), 
h. 347-348.
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1. Ketaatan yang bersifat Compliance, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, 
hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena ia 
membutuhkan pengawasan yang terus menerus.
2. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan 
hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat Internalization yaitu seseorang mentaati suatu aturan, 
benar-benar karena ia merasa bahwa aturan aturan itu sesuai dengan nilai-nilai 
instriksik yang dianutnya.
Jika ketaatan sebagian besar masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya 
karena kepentingan yang bersifat compliance atau hanya takut sanksi maka derajat 
ketaatannya sangat rendah membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Berbeda 
jika ketaatan yang bersifat internalization, yang ketaatannya karena aturan hukum 
tersebut benar-benar cocok dengan nilai interinsik yang dianutnya maka derajat 
ketaatannya yang tertinggi.
Berbicara mengenai hukuman mati yang dilakukan belakang ini oleh 
pemerintah bagi pelaku kasus narkoba menunjukkan adanya keseriusan dalam 
memberantas para pengedar narkoba, namun dalam hal ini bahwa berdasarkan data 
dari BNN jumlah pengguna narkoba di Indonesia pada Juni 2015 masih 4,2 juta jiwa, 
berselang lima bulan (sampai dengan November 2015) angka itu meningkat 
signifikan menjadi 5,9 juta jiwa. Ironisnya, kenaikan 1,7 juta jiwa itu adalah 
pengguna baru, padahal pemerintah telah melakukan eksekusi mati terhadap pelaku 
narkoba. Ini membuktikan hukuman mati tidak efektif untuk di laksanakan24.
                                                          
24 Kompas. “Jumlah Napi Narkotika Bertambah Eksekusi Mati Dinilai Tak Timbulkan Efek 
Jera” Situs Resmi Kompas. http://nasional.kompas.com/read/2016/05/11/18420951 (27 Juni 2016).
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Menurut Achmad Ali, faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas dari suatu 
aturan hukum atau perundang-undangan yaitu sebagai berikut25
1. Pengetahuan tentang subtansi (isi) perundang-undangan.
2. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan yang ada di 
masyarakat.
4. Bagaimana proses lainnya suatu perundang-undangan yang tidak boleh dilahirkan 
secara tergesa-gesa untuk kepentingan instansi(sesaat), yang diistilahkan oleh 
Gunnar Myrdall sebagai sweep legislation(undang-undang sapu), yang memiliki 
kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pada umumnya, faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu perundang-
undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi 
dari penegakan hukum baik didalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap 
diri mereka atau dalam menegakkan peraturan perundang-undangan adalah karena 
terpenuhinya suatu kepentingannya (interest) oleh perundang undangan tersebut. 
Bekerjanya suatu perundang- undangan dapat ditinjau dari dua prospektif.26
1. Perspektif organistoris
Perspektif organisatoris yang memandang perundang-undangan sebagai 
institusi , yang ditinjau dari ciri-cirinya. Pada perspektif organisatoris, tidak telah 
memperhatikan pribadi-pribadi yang pergaulan hidupnya diatur oleh hukum atau 
perundang-undangan.
                                                          
25Acmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicial prudence), 
h. 347-348.
26 Acmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicial 
prudence), h. 347-348.
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2. Perspektif individu
Perspektif individu atau ketaatan, yang lebih banyak berfokus pada segi 
individu atau pribadi, dimana pergaulan hidupnya diatur oleh perundang-undagan. 
Perspektif individu ini lebih berfokus kepada masyarakat sebagai kumpulan pribadi-
pribadi. Faktor kepentingan yang menyebabkan seseorang sesorang menaati atau 
tidak menaati hukum. Dengan kata lain, pola-pola perilaku warga masyarakat yang 
banyak mempengaruhi efektifitas perundang-undangan hukum.
Efekfitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektifitas hukum. 
Agar hukum efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan 
sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk 
ketaatan (compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa 
hukum itu efektif.27
Dalam sanksi negatif, yang penting adalah kepastiannya. Pentingnya kepastian 
tersebut antara lain mengakibatkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan 
ketentuan-ketentuan tersebut harus dilakukan secara ketat. Suatu ancaman hukum 
benar-benar efektif atau tidak untuk mencegah kejahatan, tergantung pula pada 
persepsi manusia pada terhadap resiko yang dideritanya apabila melanggar suatu 
norma tertentu. Pokok masalahnya adalah bagaimna menimbulkan anggapan bahwa 
kalau seseorang melanggar ketentuan tertentu akan mendapat resiko ancaman 
hukuman yang berat. Disamping itu, kecepatan penindakan pelaksanaan hukuman 
dengan kepastian dan beratnya hukuman mempunyai efek yang lebih besar terhadap 
keefektifan hukum.
                                                          
27 Siewanto Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi (Jakarta: 
Rajawali Pers, 2011), h. 89-90.
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Menurut penulis sulit mencari relasi yang tepat dan dapat mengambarkan 
hubungan antara penerapan hukuman mati dan penangulangan narkoba, bahkan untuk 
membuktikan keyakinan dan  kemungkinan adanya efek jera terhadap pelaku 
kejahatan narkoba. Dalam konteks ini hukuman mati tidaklah dilihat sebagai 
instrumen fungsional yang penting bagi mempertahankan keharmonisan sosial. 
Dalam fakta sejarah, dapat ditemukan secara jelas bahwa keterpusatan dan harmoni 
kekuasaan sajalah yang justru menjadi ruang hidup hukuman mati.
Hal ini terbukti bahwa berdasarkan data kasus narkoba yang diambil dari 
Badan Reserse Kriminal Polri menunjukan tren kasus narkoba selalu meningkat dari 
tahun ke tahun. Penurunan kasus hanya terjadi pada 2012 sebanyak 3,67 persen dari 
29.713 kasus pada 2011 menjadi 28.623 kasus. Selebihnya kasus narkoba selalu 
meningkat dengan lonjakan tertinggi kedua sebanyak 11,64 persen pada 2011.  Pada 
tahun 2014 penyalahguna narkoba diperkirakan ada sebanyak 3,8 juta sampai 4,1 juta 
orang yang pernah memakai narkoba dalam setahun terakhir (current users) pada 
kelompok usia 10-59 tahun di tahun 2014 di Indonesia. Jadi, ada sekitar 1 dari 44 
sampai 48 orang berusia 10-59 tahun masih atau pernah pakai narkoba pada tahun 
2014.28 Padahal dalam kurung waktu 12 tahun terakhir semenjak tahun 2004 sampai 
dengan tahun 2016 sekitar 19 terpidana mati kasus narkoba telah dieksekusi mati29.
Menurut penulis membangun efek jera bagi penyalahgunaan Narkoba dengan 
hukuman mati adalah mitos untuk saat ini, Masih banyak cara lain untuk 
                                                          
28 Bisnis24. “Penyalahguna Narkoba Setiap Tahun Naik”  Situs Resmi Kabar24. 
http://kabar24.bisnis.com/read/20160307/367/525706/penyalahgunaan-narkoba-setiap-tahun-naik (3 
Agustus 2016)
29 Bisnis24. “Ini Daftar Terpidana Mati Di Indonesia Yang Sudah  Dieksekusi”  Situs Resmi 
Kabar24. http://kabar24.bisnis.com/read/20150121/16/393285/ini-daftar-terpidana-mati-di-indonesia-
yang-sudah-dieksekusi (3 Agustus 2016)
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memberantas narkoba selain hukuman mati, seperti perbaikan regulasi.. Hukuman 
mati justru menutup informasi mengenai sindikat narkoba. Hukuman mati 
mengindikasikan keputusasaan pemerintah dalam perang melawan narkoba, eksekusi 
mati yang dilakukan terhadap terpidana narkoba merupakan suatu kegagalan 
pemerintah dalam menanggulangi bisnis narkoba di Indonesia. Pemerintah hanya 
menindak kepada kurirnya saja sebagai penyelamatan terhadap gembong dan mafia 
sebenarnya.
Atas dasar pertimbangan diatas bahwa hukuman mati bagi pelaku kasus 
narkoba harus ditinjau kembali, mengingat beberapa alasan yaitu:
1. Karakter hukum positif Indonesia masih belum menunjukkan sistem peradilan 
yang independen dan aparaturnya yang bersih, bobroknya sistem peradilan bisa 
memperbesar peluang hukuman mati lahir dari sebuah proses yang salah.
2. Dari kenyataan sosiologis, tidak ada pembuktian ilmiah hukuman mati dapat 
mengurangi tindak pidana narkoba, mengingat bahwa hukuman mati terhadap 
pelaku narkoba telah lama diterapkan di Indonesia namun tidak dapat 
menanggulangi pengedaran narkoba. Artinya hukuman mati telah gagal  
menjadi faktor determinan untuk menimbulkan efek jera, dibanding jenis 
hukuman lainnya.
3. Meningkatnya kejahatan narkoba tidak semata-mata oleh karena ketiadaan 
hukuman mati, namun juga problem struktur lainnya seperti kemiskinan dan 
aparatur hukum/negara yang korup.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah melakukan pembahasan dan analisis dengan memperhatikan pokok 
permasalahan yang diangkat dengan judul Tijauan Yuridis tentang Hukuman 
Mati Bagi Pelaku Kasus Narkoba Perspektif Hukum Islam dan Hukum 
Nasional maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:
1. Aturan hukum mengenai narkoba diatur dalam Undang-Undang No. 35 
tahun 2009 tantang narkotika dan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 
tentang Psikotropika. Di dalam kedua undang-undang ini sangat jelas 
memuat golongan narkotika dan psikotropika, klasifikasi pelaku 
penyalahguna serta hukuman-hukuman yang akan diterima bagi pelaku
penyalagunaan narkoba yang salah satunya adalah hukuman mati yang di
dalam undang-undang narkotika diatur dalam pasal 113, 114, 118, 119, 
121, 144, dan pada pasal 59 undang-undang Psikotropika namun, sejak 
berlakunya UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dimana psikotropika 
golongan I dan II dihapuskan dan dimasukkan ke dalam UU narkotika. 
Maka pasal 59 dianggap sudah tidak berlaku lagi.
2. Hukuman mati dalam hukum Islam hadir pada tiga kategori penghukuman
yaitu dalam bentuk hudud, qishash, ta’zir. Dalam hal narkoba hukum 
Islam mengatur sanksi bagi pembuat dan pengedar gelap narkoba adalah 
ta‟zir. Sedangkan bagi penyalahguna narkoba/peminum khamr termasuk 
ke dalam perkara hudud, yang pelakunya wajib dijatuhi hukuman had.
Adapun perbedaan antara hudud dengan ta‟zir yaitu 
jarimah hudud adalah jarimah yang hukuman telah ditentukan oleh syara‟. 
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Sedangkan jarimah ta‟zir adalah jarimah yang hukumannya belum 
ditentukan oleh syara‟ dan diserahkan kepada pemerintah (ulil amri) untuk 
menetapkannya. Adapun hukuman ta‟zir menurut para fuqaha muhaqqiq 
(ahli membuat keputusan) bisa saja berupa hukuman mati sebagai 
hukuman ta’zir tertinggi meskipun dalam pelaksanaannya harus disertai 
persyaratan-persyaratan yang ketat.
3. Hukuman mati bagi pengedar narkoba tidak efektif terhadap berkurangnya 
pengguna narkoba di Indonesia, ini terbukti dalam kurung waktu 12 tahun 
terakhir sejak tahun 2004 sampai dengan 2016 jumlah pelaku kasus 
narkoba yang telah di eksekusi mati sebanyak 19 orang, namun jumlah 
penyalahguna setiap tahunnya justru semakin naik menjadi 5,9 juta jiwa di 
bulan november 2015.
B. Implikasi Penelitian
Adapun saran-saran penuyusun, yaitu:
1. Bagi pemerintah dan parat penegak hukum, diharapkan dalam 
pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku kasus narkoba jangan hanya 
dianggap sekedar sebuah terapi kejut dan tindakan balas dendam terhadap 
sesuatu kejahatan, tetapi juga memerlukan kesepakatan psikologis hukum 
serta pengawasan yang ketat terhadap hukum itu sendiri, pemerintah 
hendaknya memikirkan ini dengan baik.
2. Bagi masyarakat, keharusan bagi masyarakat untuk turut serta dalam 
proses penanggulangan kejahatan dan penegedaran narkoba haruslah 
disadari oleh masyarakat itu sendiri, dimana kejahatan itu lahir dari 
masyarakat sendiri. Selain itu, masyarakat juga bertanggungjawab atas 
keamanan di wilayah sekitarnya. Oleh karena itu peran serta dan kesadaran 
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masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam menanggulangi kejahatan 
tersebut.
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